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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul: “Analisis Hukum Islam dan PMA. No. 3 Tahun 2017
Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
Terhadap Pemberian 1zin  Poligami Karena Suami Hiperseks No.
610/Pdt.G/2019/Pa.Gsk” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kasus
pemberian izin poligami karena suami hiperseks dalam putusan No.
610/Pdt.G/2019/PA.Gsk dan bagaimana analisis Hukum Islam dan Peraturan
Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara
Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum  terhadap  putusan  No.
610/Pdt.G/2019/PA.Gsk tentang pemberian izin poligami karena suami
hiperseks.

Data ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi yang
selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif,
yang menggambarkan mengenai  Putusan  Pengadilan Agama No.
610/Pdt.G/2019/PA.Gsk, sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit,
kemudian dikemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang izin poligami
karena hiperseks dan undang-undang yang berlaku, yang selanjutnya diterapkan
dalam pola khusus yakni data yang diperoleh dari Putusan No.
610/Pdt.G/2019/PA.Gsk.

Hasil kesimpulan dari penelitian ini bahwa poligami merupakan alternatif
terakhir yang harus dilakukan. sebaiknya majelis hakim menunda permohonan
izin poligami yang diajukan pemohon yang hiperseks dan memberikan ruang dan
waktu kepada pemohon melakukan pengobatan. Mengingat hiperseks adalah
sebuah penyakit yang membutuhkan waktu untuk penyembuhan. Sebagaiamana
dalam menangani kasus terlebih dalam penerapan asas kemanfaatan sebagaimana
telah diatur dalam Pasal 2 ayat 6 PMA. No.3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Hukum. dari uraian diatas bahwa
poligami bukanlah jalan satu-satunya untuk mengatasi hiperseksnya suami
sepatutnya hakim memberikan arahan untuk menempuh jalan medis karena pada
dasarnya dalam agama kita menganut asas monogami. Seperti dalam surat An-
Nisa ayat 3 seringkali dijadikan landasan tentang bolehnya laki-laki berpoligami.
Ayat tersebut menggunakan sighat umum yaitu kata ganti jamak khiftum, tugsitu,
fa-nkihu, aymanukum, ta’ulu. Padahal ayat ini turun untuk menanggapi suatu
sebab khusus.

Sejalan dari kesimpulan tersebut, maka saran bagi masyarakat pelaku
poligami atau yang berkeinginan poligami terlebih dahulu benar-benar
mempersiapkan segala sesuatunya berdasarkan hukum yang telah diatur supaya
tidak akan terjadi permasalahan dikemudian hari. Sedangkan bagi institusi
pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara,
bilamana telah ditemukan permasalahan yang serupa dirasa perlu adanya aturan
spesifik dan pelebaran definisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Utamanya demi melindungi asas keadilan kemanfaatan hukum.
Bahwasannya bagi seorang suami mengajukan poligami yang berkaitan dengan
hiperseks ini dirasa perlu adanya peninjauan secara medis.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makhluk hidup merupakan kumpulan dari berbagai jenis makhluk yang
diciptakan oleh Allah SWT, Tuhan Pencipta semesta alam, untuk mengisi
kehidupan yang ada di bumi. Dengan keberadaan mahluk hidup, bumi beserta
isinya dapat dimanfaatkan dan dilestarikan oleh berbagai makhluk yang ada.
Makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan
yang dengan keberadaannya saling membutuhkan untuk mempertahankan
diri dan memperkembangbiakkan jenisnya di bumi.

Serangkaian makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, hanya makhluk
hidup yang bernama manusia inilah yang memiliki kelebihan dibandingkan
dengan mahluk hidup yang lainnya. Manusia yang mempunyai rangkaian
organ, panca indera, hati, dan akal inilah yang menjadikan makhluk ini
berbeda dengan makhluk yang lainnya.! Kemudian ditegaskan oleh Allah

dalam firman-Nya yang berbunyi:

ok s Sldy) s 34

3

“Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-
baiknya.” (QS. At-Tin: 4).2

AR R LY
Syed8 I Gapils 12 O g

! Nazaruddin Razag, Dienul Islam (Bandung: Al-Ma’arif, 1973), 19.
2 Agus Hidayatullah, et al., Alwasim Al-Quran Tajwid Kode Transliterasi Perkata Terjemah
(Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), 597.

1



“Dan segala sesuatu kami jadikan berjodoh-jodoh, agar kamu sekalian
mau berpikir.” (Adz-Dzariat: 49).3

Wil &5 Gaplh ales sl A 8 SOl Gl 8GR 0T
L ol 0 4 &y @ U5 4 0 27 ol s s 283,
“Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang
telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah)
menciptakan dari (diri)-nya pasangannya (hawa) dan dikembangbiakkan
dari keduanya laki-laki yang banyak dan (juga) perempuan (yang
banyak) bertakwalah kepada Allah yang kamu saling meminta dengan
Namanya dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan sesungguhnya Allah
selalu menjaga dan mengawasi terhadap kamu.” (An-Nisa’: 1).4
Dari makhluk yang berpasang-pasangan itulah Allah menunjukkan
kebesarannya, mengembangbiakkan seluruh makhluk hidup ini supaya dapat
menyebar di penjuru alam semesta.® Untuk membedakannya, Allah tidak
ingin menjadikan manusia sama seperti makhluk hidup lainnya, yang hidup
secara bebas menuruti hawa nafsu sesuka hati tanpa mempertimbangkan
segala sesuatunya, berhubungan antara betina dan jantan secara ekstrim tanpa
adanya aturan. Akan tetapi, demi menjaga harkat dan martabat manusia,
Allah memberikan manusia akal supaya mereka dapat berfikir tentang apa-
apa yang telah ditetapkan oleh Allah swt.®
Keinginan untuk berkembang biak demi melanjutkan keturunan,
merupakan sebuah fitrah yang murni diberikan oleh Allah hingga menjadi

kebutuhan bagi mahluk ciptaan-Nya. Oleh karena itu, demi mencapai maksud

tersebut Allah menciptakan nafsu syahwat untuk mendorong mereka supaya

% lbid., 491.

4 Agus Hidayatullah, et al., Alwasim Al-Quran Tajwid..., 77.

5 Damanhuri Zuhri, “Manusia Mahluk Berpasangan”, dalam https://republika.co.id, diakses pada
2 Maret 2020.

® Abdul Kholig Syafaat, Hukum Keluarga Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 14.


https://republika.co.id/

mencari pasangan lawan jenisnya. Laki-laki menyalurkan kebutuhan

biologisnya kepada perempuan kemudian dari sinilah nantinya akan terlahir

keturunan yang sah. Maka dari itu, melalui jalan perkawinanlah sebagai
lembaga sah untuk pengembang biakan manusia, baik dari jenis laki-laki
maupun jenis perempuan.’

Pengertian Perkawinan sendiri menurut istilah hukum islam sama
dengan kata “nikah” dan kata “za-wa-ja”, Nikah secara bahasa memiliki
makna sebenarnya yakni “dham” yang berarti menghimpit, menindih atau
berkumpul. Nikah memiliki arti kiasan yakni “wathaa” yang berarti
“setubuh™ atau “akad” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.
Menurut ulama ahli ushul, terdapat beberapa macam pendapat tentang nikah
salah satunya yakni:

1. Golongan Hanafi mengatakan bahwa, nikah artinya bersetubuh.
Sedangkan menurut istilah adalah suatu akad yang dengannya menjadi
halal untuk berhubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.

2. Menurut Abul Qosim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm, dan sebagian
ahli ushul yang lain mengatakan nikah artinya antara akad dan setubuh.®

Kemudian para ahli hukum ini juga memberikan pemaknaan yang
beragam. Perbedaan ini bukan karena sebuah pertentangan, hanya saja

perbedaan sudut pandang diantaranya:

7 Siti Dalila Candrawati, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Surabaya: UIN Sunan Ampel
Press, 2014), 9.

& Abd Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia (Jakarta:
Kencana, 2012), 258.

% Ibid., 259.



1. Mahmud Yunus merumuskan, perkawinan adalah akad antara calon laki-
laki dan calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur
oleh syariat. Akad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya
dan kabul dari calon suami atau wakilnya.

2. Sualaiman Rasyid merumuskan, perkawinan adalah akad yang
menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta
bertolong-menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara
keduanya bukanlah muhrim.°

Undang-Undang Perkawinan, Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara

seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan

untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.!! Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia-Inpres No. 1 Tahun 1991 Perkawinan menurut hukum islam adalah

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqon gholiidhan untuk

menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*?
Demikian dari berbagai macam pengertian tersebut diatas dapat Kita
tarik kesimpulannya bahwasanya tidak ada pertentangan antara satu dengan

yang lain, karena pada intinya hakikat dari pernikahan adalah perjanjian suatu

10 Abd Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah..., 260.

11 Tim Redaksi Citra Umbara, Undang-Undang Rl Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2018), 2.

12 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), 2.



pasangan antara calon suami istri untuk menghalalkan bergaul sebagai suami
istri, guna membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.'?

Agama Islam telah memberikan kedudukan yang amat penting terhadap
perkawinan dalam kehidupan manusia, dari personal hingga kelompok.
Dengan jalan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan ini terjadi secara
terhormat sebagaimana manusia yang berkedudukan sebagai makhluk hidup
yang berkehormatan. Pergaulan dalam rumah tangga yang diatur sedemikian
rupa supaya hidup damai, tentram dan rasa kasih sayang yang terus menerus
mengalir antara suami dan istri. Anak sebagai hasil dari perkawinan yang sah
menghiasi kehidupan dalam ber-rumah tangga. Oleh karena itu, pada
tempatnya islam telah mengatur secara teliti, dan terperinci.** Seperti yang
telah ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya yang berbunyi:

B O B a8 gass WMl BN 02 18 Gl BT i
Galell o ¥ 05

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan
pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung
dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tzaln)dla;-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS. Ar-Rum:

Dalam membangun sebuah bahtera rumah tangga, kesimbangan antara
suami dan istri tentang segala sesuatu dalam kehidupan berumah tangga

harus dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri yang

bersangkutan. Meskipun secara fisik laki-laki memang pada umumnya lebih

13 Abd Shomad, Hukum Islam Penormaan..., 261.
14 Akhmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: U1l Pres, 1999), 1.
15 Agus Hidayatullah, et al., Alwasim Al-Quran Tajwid..., 406.



kuat dibandingkan dengan perempuan, namun keduanya adalah sama.
Kedudukan mereka itu sama, dalam pengertian bahwa masing-masing antara
suami dan istri memiliki kewajiban yang harus di tunaikan dan hak yang tak
boleh diabaikan. Apabila sampai terjadinya kelalaian berarti salah satu pihak
telah menelantarkan hak dari pihak yang lain dan akan mengakibatkan
keretakan rumah tangga keduanya.*®

Antara suami dan istri dapat dikonstruksikan dalam suatu hak dan
kewajiban yang melekat pada keduanya. Kewajiban merupakan sesuatu yang
harus diberikan kepada orang lain, sedangkan hak merupakan sesuatu yang
melekat dan mesti diterima atau dimiliki seseorang. Seringkali hak dan
kewajiban ini dijadikan sebagai barometer untuk menilai apakah suami istri
telah menjalankan peran dan fungsinya secara baik dan benar.'’

Suami dan istri memiliki hubungan yang amat erat, keduanya sama-sama
memiliki hak dan kewajiban. Bagi istri berhak menerima nafkah dari suami,
sehingga istri dapat menuntut haknya bilamana suami tidak memenuhi.
Sedangkan pemenuhan kewajiban dapat diimplikasikan pada ketaatan.
Kewajiban memberi nafkah menimbulkan kewajiban taat bagi istri. Jika
suami tidak memenuhi kewajibannya, maka gugurlah haknya untuk

memperoleh ketaatan istrinya.’® Adanya hak dan kewajiban antara suami istri

16 Adinda Permatasari, “Kedudukan Seimbang Suami Istri dalam Perkawinan Menurut Hukum
Islam dan Hukum Perkawinan Nasional Dalam Kasus Vasektomi” (Tesis--Universitas Indonesia,
Depok, 2006), 6.

7 Hamim Ilyas, et al., Perempuan Tertindas Hadis Misoginis (Yogyakarta: Elsaq Press, 2005),
122.

18 Marhumah, Membina Keluarga Kesetaraan (Yogyakarta: PSW UIN Yogya, 2009), 157.



dalam kehidupan rumah tangga itu ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya

yang berbunyi:

° 225 %

e ol T A Gl (2558 1 g 4aNs SRl e sann sulla
AT B SN 73 Ea%y 551 540 35 F e V1 psd s Al 2ag 280
¢ uSege s i fgle Julls e Cpndll e s R
“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka
(menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan
apa yang diciptakan Allah dalam Rahim mereka, jika mereka beriman
kepada Allah dan hari akhir dan para suami mereka lebih berhak kembali
kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan.
Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan
kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami memiliki
kelebihan diatas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.” (QS.
Al-Bagarah: 228).*°
Wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaknya menahan diri
dalam menjalani masa idah selama tiga kali quru’ (sucian). Mereka tidak
diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain kecuali sampai masa idah
tersebut benar-benar telah selesai. Mereka juga tidak boleh menyembunyikan
kehamilan yang Allah ciptakan dalam rahimnya, karena mantan suami ini
berhak untuk merujuk mereka selama masih berada dalam masa idah.
Apabila maksud rujuk yang diajukan oleh si suami ini untuk sebuah
kemaslahatan, memperbaiki kesalahan dan membangun kerukunan kembali
dalam rumah tangganya, keduanya mendapatkan kewajiban dan haknya
kembali sebagai pasangan suami istri sesuai dengan apa yang telah berlaku

dimasyarakat. Akan tetapi disini laki-laki memiliki derajat lebih tinggi dari

istri, dalam hal kepemimpinan dalam rumah tangga dan perceraian, Allah

19 Agus Hidayatullah, et al., Alwasim Al-Quran Tajwid..., 36.



yang Maha Perkasa ini, dapat Kita ketahui bahwasannya tiada satupun orang
yang mampu mengalahkanNya. karena Allah Maha Bijaksana dalam
menetapkan syariat dan mengatur urusan mahluknya.

Kemudian dalam tafsir dari Kemenag dijelaskan bahwa, perempuan
memiliki hak yang seimbang dengan laki-laki namun laki-laki memiliki
kelebihan satu tingkat dari istrinya, yaitu bahwa dalam suatu amal kebajikan
untuk menggapai kemajuan dari segala aspek kehidupan, keduanya sama-
sama memiliki hak dan kewajiban yang disesuaikan dengan fitrah masing-
masing baik dari segi fisik maupun segi mental. Misalnya seorang istri yang
memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga, mendidik dan merawat
anak-anaknya sehingga menjadikan generasi yang berkualitas, menjaga
kebersihan rumah sedangkan suami sebagai kepala keluarga memiliki
kewajiban untuk mencari nafkah yang halal guna memenuhi kebutuhan
rumah tangganya. Keduanya antara suami dan istri ini memiliki mitra yang
sejajar, saling bahu-membahu dalam membangun keluarga yang harmonis,
keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah yang di Ridhai Allah swt.
perbedaan ini bukan untuk dibedakan, karena perbedaan itu saling
melengkapi kerjasama.® Di antara hak dan kewajiban tersebut dibagi menjadi
tiga macam, yaitu:

1. Hak istri sebagai kewajiban suami, seperti

a. Hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah

20 Kementrian Agama, A/ Qur’an dan Tafsirnya (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 338.



b. Hak rohaniah, seperti perlakuan baik, perlakuan adil terhadap istri yang
dipoligami dan tidak membahayakan istri.?*
2. Hak suami sebagai kewajiban istri
a. Ditaati oleh istri selama suami tidak memerintahkan istri untuk berbuat
maksiat
b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.*
3. Hak bersama
a. Saling mencintai, bolehnya bergaul, bersenang-senang antara keduanya
b. Saling waris mewarisi.”

Demikian keduanya dituntut untuk menjalin kerja sama yang baik,
pembagian kerja antara suami dan istri yang adil, supaya terjalinnya
hubungan antara suami istri bahkan keluarga secara harmonis. Meskipun
bekerja mencari nafkah adalah tugas utama pria, bukan berarti istri tidak
boleh bekerja juga, khususnya apabila penghasilan suami tidak mencukupi
kebutuhan sehari-hari.>* Di sisi lain, meskipun istri bertanggung jawab
menyangkut rumah tangga, kebersihan, menyiapkan makanan, mengasuh
anak bukan berarti suami membiarkannya sendiri tanpa membantu karena itu
adalah tugas istri. Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. menjahit sendiri
pakaian beliau yang sobek, memerah kambing untuk sarapan, dan melibatkan

diri untuk membantu istri-istri dalam urusan rumah tangga. Keberhasilan

2L Abdul Kholig Syafaat, Hukum Keluarga..., 172.

22 bid., 235.

23 Dakwatul Chairah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Surabaya: UINSA Press, 2014),
75.

24 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 595.
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sebuah perkawinan tidak lepas dari pengorbanan timbal baik antara
keduanya.?

Dalam hukum positif Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Suami istri memikul kewajiban
yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari
susunan masyarakat”. Selanjutnya di Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang No.
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa “hak dan kedudukan
istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan
rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat”.?® Kedua pasal
tersebut jelas telah menegaskan kesetaraan antara suami dan istrinya sebagai
partner hidup dalam menjalankan perannya di lingkup rumah tangga dan
lingkup masyarakat. Jadi dalam undang-undang ini juga telah menjamin
peran suami dan istri dalam keluarga juga masyarakat.?”’

Seiring berkembangnya zaman, seringkali masyarakat terjebak dalam
tradisi memandang sebelah mata terhadap persoalan perempuan karena
prespektif biologis, bahwa maskulinitas seseorang ditandai dengan kekuatan,
dominasi, dan keberanian. Dengan demikian penyerangan laki-laki dianggap
sebagai bentuk kewajaran, atau ini adalah hal yang sudah biasa. Misalnya
dalam pandangan gender menempatkan salah satu jenis kelamin superior
lebih berkuasa dan jenis kelamin lainnya adalah inferior, yang kemudian

berdampak pada hubungan hierarkis bukan setara. Relasi yang timpang pada

%5 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah..., 596.
26 Tim Redaksi Citra Umbara, Undang-Undang Rl Nomor 1 Tahun..., 221.
27 Sjti Dalila Candrawati, Hukum Perkawinan Islam..., 64.
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gender ini rentan terjadinya kekerasan, dimana pihak yang berkuasalah
berpotensi melakukan kekerasan terhadap apa yang dikuasai.’® Kekerasan
semacam ini lebih sering terjadi pada perempuan ketimbang laki-laki. Hal ini,
diskriminasi yang telah berkembang dalam presepsi masyarakat, bahwa
perempuan ini adalah lemah dan kurang memiliki kemandirian.?®

Dalam kritik teologi gender dikatakan bahwa kuatanya budaya patriarki
memberikan pengaruh besar terhadap terbentuknya wacana sosial yang
releven dengan kenyataan yang ada. Sehingga, tidak heran bahwa perempuan
kurang mendapat perhatian terhadap diskursus teologis dan masih seringkali
dipersepsi sebagai subordinat, demi mempertahankan superioritas seorang
laki-laki. Misalnya terlihat pada penafsiran “Zaujaha” dalam Al-Quran
dimaksudkan sebagai manusia kedua yang diciptakan dari tulang rusuk adam.
Hal ini dapat berakibatkan berhentinya pemikiran teologis yang seharusnya
terus dikembangkan untuk mencari peran yang konstruktif tentang peran dan
posisi perempuan di masa mendatang.*® Di sisi lain, pemikiran ini juga
mengakibatkan pada pemikiran yang fundamental dan bertentangan dengan
misi agama Islam sebagaiamana menjadi agama yang Rahmatan lil‘a>lami>n
yang mengutamakan kesamaan eksistensi sebagai personal antara sesama

makhluk. Oleh karena itu, perlunya pemahaman secara menyeluruh supaya

28 Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang: UIN Maliki Press, 2013),
8.

29 |bid., 14.

30 Nasaruddin Umar, et al., Pemberdayaan Perempuan Melalui Pemahaman Ajaran Agama
Upaya Rekonstruksi Teks Agama (Surabaya: UINSA Press, 2003), 15.
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terhindar dari kesalahpahaman atas asumsi-asumsi yang berdasar dan tidak
dapat dipertanggung jawabkan secara teologis.>!

Untuk mengatasi hal tersebut dari tindakan diskriminasi dan kekerasan
terhadap perempuan yang telah menyebar luas di kalangan masyarakat,
pemerintah mengupayakan berbagai cara untuk mempertahankan hak-hak
tersebut agar tidak dirampas oleh siapapun yang akan bertindak negatif
terhadap perempuan. Berbagai tindakan telah dilakukan oleh pemerintah,
salah satunya dengan membuat payung hukum yang khusus melindungi hak-
hak perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum, yaitu dengan
mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam
Pasal 2 Bab Il Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
menjelaskan bahwa, Hakim mengadili perkara perempuan berhadapan

dengan hukum berdasarkan asas:

-

. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
2. Non diskriminasi

3. Kesetaraan gender

4. Persamaan di depan hukum

5. Keadilan

6. Kemanfaatan

7. Kepastian hukum.

%1 1bid., 16.
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Hal ini dapat dijadikan sebagi payung hukum terhadap perlindungan hak
perempuan. Bahwasanya setiap warga negara mendapat perlakuan sama,
mendapat perlindungan dari segala tindak diskriminasi tanpa memandang
alasan apapun termasuk jenis kelamin atau gender. Namun lagi-lagi realitas
di masyarakat perempuan adalah sebagai korban.*

Di Indonesia persoalan perkawinan termasuk didalamnya masalah
poligami diatur secara formal dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinanan Pasal 3 memuat beberapa ketentuan poligami sebagai berikut:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seseorang hanya mempunyai
seorang istri, wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

2. Pengadilan dapat memberikan izin pada suami untuk beristri lebih
dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang
bersangkutan.

Pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh
mempunyai seorang istri. Dengan demikian, apabila terjadi adanya
praktek di masyarakat tentang seorang suami yang memiliki istri lebih
dari seorang maka pengadilan yang dapat memberikan izin poligami
kepada seorang suami untuk beristri lebih.

Di Pengadilan Agama Gresik terdapat kasus diberikannya izin poligami

bagi seorang suami karena Hiperseks, yang tertuang dalam putusan No.
610/Pdt.G/2019/PA.Gsk bahwa pemohon meminta izin poligami dengan

alasan termohon sudah tidak mampu memberikan kepuasan terhadap

32 peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan
Berhadapan Dengan Hukum.
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pemohon, karena pemohon mempunyai keinginan seksual yang tinggi.
Sedangkan termohon tidak sanggup jika harus terus menuruti keinginan dari
Pemohon, sehingga pemohon meminta izin poligami kepada pengadilan
karena jika dibiarkan takut melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.
Oleh karena itu, Hakim yang menangani kasus tersebut memberikan putusan
dalam amar putusannya, bahwa Hakim mengabulkan permohonan pemohon,
memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan
seorang perempuan, dan menetapkan harta bersama.

Menarik melihat putusan Hakim dalam kasus tersebut, apabila kita
kaitkan dengan Perturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
benarkah yang diputuskan oleh Hakim juga memberikan perlindungan
terhadap perempuan. Maka dari itu peneliti berinisiatif untuk meneliti kasus
ini dengan judul “Analisis Hukum Islam dan PMA. No. 3 Tahun 2017
Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan
Hukum Terhadap Putusan No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gsk Tentang Pemberian

Izin Poligami Karena Suami Hiperseks”.

Identifikasi dan Batasan Masalah

33 putusan Pengadilan Gresik No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gsk.
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Dari pemaparan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan

beberapa masalah sebagai berikut:

1.

2.

3.

Kedudukan laki-laki dan perempuan.

Hiperseks sebagai alasan poligami

Kekuatan Perturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memutus perkara
No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gsk tentang Pemberian lzin Poligami Karena

Suami Hiperseks.

. Relevansi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun

2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan
Hukum terhadap putusan Hakim dalam memutus perkara No.
610/Pdt.G/2019/PA.Gsk tentang Pemberian Izin Poligami.

Mengingat luasnya masalah dalam studi penelitian, maka diperlukan

adanya pembatasan masalah agar pembahasan lebih terfokus yaitu:

1.

2.

3.

Alasan terjadinya poligami
Dasar hukum poligami
Pertimbangan hakim dalam kasus pemberian izin poligami karena suami

hiperseks dalam putusan No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gsk.

. Analisis Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017

tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan
Hukum terhadap putusan No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gsk tentang pemberian

izin poligami karena suami Hiperseks.
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C. Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kasus pemberian izin poligami karena suami hiperseks dalam
putusan No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gsk?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung No. 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan
dengan Hukum terhadap putusan No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gsk tentang

pemberian izin poligami karena suami hiperseks?

D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang
topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh
peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi
penelitian. Sejauh ini banyak penulisan yang membahas tentang pembuktian
harta bersama, diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Fitrohtun Nazilah Analisis (2009) yang
berjudul, “Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo
No. 150/Pdt.G/2008/PA.Sda tentang Pemohonan Izin Poligami
(Pembuktian Kekurangmampuan Istri Melayani Suami)”. Skripsi ini
pokok kajiannya tentang upaya pembuktian kekurangmampuan isteri

melayani suami karena kecapekan bekerja. Sedangkan alasan ini tidak ada



17

dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan
tetapi, Pengadilan Agama Sidoarjo dalam mengabulkan permohonan izin
poligami (pembuktian kekurangmampuan isteri melayani suami) tidak
semata-mata berpedoman pada ayat dalam Undang-Undang saja,
melainkan juga berpatokan pada al-quran dan hadis.®*

2. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Fajar Danial (2017) yang berjudul,
“Ketidakmampuan Istri Melayani Hubungan Seks Suami yang Hiperseks
Sebagai Alasan Izin Poligami (Analisa Hukum Islam Terhadap Putusan
Pengadilan Agama Gresik No. 913/Pdt.G/2014/PA/Gsk)”. Skripsi ini
pokok kajiannya tentang pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan
Agama Gresik dalam memberikan izin poligami adalah berdasarkan
kaidah figih.®

3. Skripsi yang disusun oleh Siti Khasanah (2018) yang berjudul, “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama
Pasuruan dengan Alasan Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban
sebagai Isteri Karena Sering Kecapekan Bekerja Dan Suami Hiperseks
(Studi Putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas)”. Skripsi ini pokok kajiannya
tentang pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadila Agama Pasuruan

dalam memberikan izin poligami adalah berdasarkan kaidah fikih, jika dua

% Fitrohtun Nazilah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No.
150/Pdt.G/2008/PA.Sda” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 12.
% Ahmad Fajar Danial, “Ketidakmampuan Isteri Melayani Hubungan Seks Suami Yang
Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PA Gresik
No. 913/Pdt.G/2014/PA.Gsk)” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya,
2017), 8.
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hal yang sama mengandung mudarat (resiko), maka diipilih mudarat yang
lebih ringan.2¢

4. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Subhan (2013) yang berjudul
“Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Izin Poligami Karena Istri
Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Biologis (Putusan Verstek Di
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)”. Skripsi ini pokok kajiannya
tentang dasar hukum yang digunakan hakim dalam penolakan izin
poligami karena istri tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis serta
analisis dalam pandangan hukum islam.%’

5. Skripsi yang disusun oleh Aslikhan yang berjudul “Analisis Yuridis
Terhadap Putusan No. 2355/Pdt.G/PA.Sda Tentang Izin Poligami Karena
Hamil Di luar Nikah Di Pengadilan Agama Sidoarjo”. Skripsi ini pokok
kajiannya tentang pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus
perkara No. 2355/Pdt.G/PA.Sda serta analisis yuridis terhadap No.
2355/Pdt.G/PA.Sda.*®

Secara umum, pembahasan skripsi yang telah disebutkan di atas
membahas masalah pemberian izin poligami. Akan tetapi, dalam penelitian
ini penulis menitikberatkan pada pemberian izin poligami karena suami

hiperseks dalam Putusan No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gsk dengan mengkaji dan

% Siti Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan
Agama Pasuruan Dengan Al Asan Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban sebagai Isteri
Karena Sering Kecapekan Bekerja Dan Suami Hiperseks (Studi Putusan No.
1284/Pdt.G/2015/PA.Pas)” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 11.

87 Muhammad Subhan, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Izin Poligami Karena Istri
Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Biologis (Putusan Verstek Di Pengadilan Agama
Kabupateen Kediri)” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007), 15.

3 Aslikhan, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 2355/Pdt.G/PA.Sda Tentang Izin Poligami
Karena Hamil Diluar Nikah Di Pengadilan Agama Sidoarjo” (Skripsi--UIN Sunan Ampel,
Surabaya, 2013), 11.
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meneliti menggunakan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
Sehingga penelitian ini tidak disebut plagiasi karena terdapat perbedaan

dengan penelitian terdahulu.

E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini
adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui kasus pemberian izin poligami karena suami Hiperseks dalam
putusan No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gsk.
2. Mengetahui Analisis Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung No. 3
Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan
dengan Hukum terhadap Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.Gsk tentang

Pemberian Izin Poligami Karena Suami Hiperseks.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna bagi pembaca,
adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan
yang bermanfaat di bidang hukum bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan

Hukum program studi Hukum Keluarga Islam terkait dengan masalah
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yang berkaitan dengan perlindungan perempuan yang berhadapan dengan
hukum.
2. Kegunaan Praktis

Agar dapat memberikan bahan pertimbangan dalam menerapkan
teori dan menyelesaikan permasalahan dalam lingkungan Pengadilan
Agama, khususnya kepada para Hakim yang mengadili perkara pemberian
izin poligami karena Hiperseks dengan mempertimbangkan segala aspek
kemaslahatan yang nantinya perempuan adalah sebagai obyek yang akan
dikorbankan dan dapat berguna bagi masyarakat apabila sewaktu-waktu

ditemukannya hal yang serupa.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan agar tidak terjadi
kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan

beberapa istilah berikut:
1. Analisis Peraturan Mahkamah Analisis permasalahan dalam Penelitian
Agung No. Tahun 2017: ini penulis menganalisis menggunakan
Peraturan Mahkamah Agung No.
Tahun 2017 yang memuat tentang
Pedoman Mengadili Perkara

Perempuan Berhadapan dengan Hukum



2.Pemberian izin poligami dalam

Putusan

610/Pdt.G/2019/PA.Gsk:

3. Hukum Islam:

4.Suami hiperseks:

H. Metode Penelitian

No.
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Suatu putusan yang dikeluarkan oleh
majelis hakim terhadap pemohon dan
termohon, tentang pembenaran atas
dalil-dalil gugatan selama persidangan
serta pertimbangan yang berdasarkan
hukum vyang telah diatur dalam
memberikan izin poligami karena
suami hiperseks

Hukum Islam yang dimaksud disini
adalalah peraturan yang bersumber dari
Al-Quran dan hadis yang berupa UU
Perkawinan, KHI dll. Yang membahas

tentang poligami.

Seorang suami yang telah mengalami
aktifitas seksual menyimpang, dimana
suami  tidak pernah  merasakan
kepuasaan dalam hubungan seksual

dengan tempo yang tidak terkendali.

Metode Penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari,

mencatat, merumuskan dan menganalisis suatu masalah. Dalam metode

penelitian ini penulis mencantumkan antara lain:
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1. Jenis Penelitian
Penelitian tentang Analisis Peraturan Mahkamah Agung No. 3

Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

dengan Hukum terhadap Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.Gsk tentang

Pemberian Izin Poligami Karena Suami Hiperseks adalah penelitian yang

bersifat penelitian pustaka (library research).

2. Data yang Dikumpulkan
Data yang dikumpulkan dalam penelitian yaitu data yang perlu
dihimpun guna menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah antara lain:

a. Data tentang gambaran Pengadilan Agama Kabupaten Gresik.

b. Data tentang isi Putusan No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gsk yang meliputi
identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat), duduk perkara,
gugatan, petitum, jawaban tergugat, gugatan rekonvensi, petitum
dalam gugatan rekonvensi, keterangan saksi, pertimbangan majelis
Hakim dan yang terakhir adalah amar putusan.

3. Sumber Data
Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari:
a. Sumber primer
Sumber primer adalah suatu obyek atau dokumen original, material
mentah dari pelaku yang disebut, “first-hand information.”.®® Dalam
hal ini adalah data yang diperoleh dari berkas putusan hakim mengenai

izin poligami dengan No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gsk.

39 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2010), 289.
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b. Sumber sekunder
Sumber sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua
atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian
dilakukan atau data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber lain.
Sumber-sumber lain tersebut adalah Hakim Pengadilan Agama
Kabupaten  Gresik  yang  terkait dengan  putusan  No.
610/Pdt.G/2019/PA.Gsk dan beberapa buku yang memuat teori-teori
tentang pembuktian dan pembagian harta bersama. Buku-buku tersebut
diantaranya:
1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 tentang Perkawinan
2) Kompilasi Hukum Islam
3) Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum\
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah suatu proses mendapatkan data
empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu.*! Untuk
mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode
sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data di mana
pewawancara atau peneliti (yang telah mendapatkan tugas untuk

melakukan pengumpulan data) mengajukan beberapa pertanyaan

40 Ibid., 291.
“ Ibid., 280.
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yang telah dibuat kepada narasumber atau orang yang diwawancarai.
Wawancara ini digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi
pendahuluan guna memenukan suatu permasalahan yang harus
diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang
berkaitan dengan responden secara mendalam dengan jumlah
responden yang sedikit atau kecil.*? Dalam penelitian ini maka
penulis melakukan komunikasi langsung secara tatap muka dengan
Hakim yang menangani sengketa Pemberian Izin Poligami Karena
Suami Hiperseks No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gsk.
b. Studi dokumentasi
Teknik dokumentasi adalah penggalian data melalui berkas
dan dokumen yang ada untuk mengumpulkan data yang berkaitan
dengan pemberian izin poligami karena hiperseks. Dalam hal ini
dokumen terkait dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten
Gresik No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gsk.
5. Teknik Analisis Data
Sesuai dengan arah studi yang dipilih, maka teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif
analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan mengenai
Putusan Pengadilan Agama No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gsk, sehingga
menghasilkan pemahaman yang konkrit, kemudian dikemukakan teori-

teori yang bersifat umum tentang izin poligami karena hiperseks dan

42 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi Mixed Metods (Bandung: Alfabeta, 2015), 188.
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undang-undang yang berlaku, yang selanjutnya diterapkan dalam pola
khusus  yakni data yang diperoleh  dari  Putusan  No.

610/Pdt.G/2019/PA.Gsk.

Sistematika Pembahasan

Penulisan proposal ini sendiri akan terbagi kedalam lima bab, secara
sistematis, kelimanya akan tersusun dan secara deskriptif menjelaskan:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar
belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, identifikasi dan batasan
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.

Bab kedua membahas kerangka teori membahas tentang dasar-dasar
poligami, tinjauan hiprseks, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan
dengan Hukum.

Bab ketiga membahas tentang Putusan Pengadilan Agama Kabupaten
Gresik No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gsk yang meliputi data Pengadilan Agama
Gresik, deskripsi perkara No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gsk tentang Pemberian
Izin Poligami Karena Suami Hiperseks, pertimbangan Hakim dalam
pemberian izin poligami karena suami hiperseks, putusan majelis hakim

dalam pemberian izin poligami karena suami hiperseks.
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Bab keempat membahas tentang analisis Peraturan Mahkamah Agung
No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
Berhadapan dengan Hukum terhadap putusan No. 610/Pdt.G/2019/PA.GskK,
yang meliputi analisis kasus pemberian izin poligami karena suami hiperseks
dalam putusan No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gsk dan analisis Hukum Islam dan
Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 terhadap pertimbangan hakim
dalam pemberian izin poligami karena suami hiperseks.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari jawaban

rumusan masalah dan saran.



BAB |1

POLIGAMI KARENA HIPERSEKS

A. Dasar-Dasar Poligami
Islam merupakan agama penebar Rahmatan lil‘a>lami>n (Rahmat bagi
semesta alam), salah satunya bentuk rahmat yang di berikan kepada kita
adalah tentang perkawinan. Perkawinan merupakan aspek penting dalam
ajaran agama Islam, dalam Al-Quran dapat ditemukan kurang lebih dari 80
ayat yang berbicara tentang perkawinan, baik yang memakai kata naka>ha
(berhimpun), maupun menggunakan kata zawwa>ja (berpasangan).
Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana
seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan itu dapat menjadi
jembatan antara manusia, pasangan suami istri menuju kehidupan yang
sakinah (damai, tenang, dan bahagia) yang di ridhai oleh Allah SWT. Untuk
itu, Islam mengatur ketentuan yang harus dijadikan pedoman hidup meliputi
tata cara seleksi calon suami atau istri, peminangan, penentuan mahar, cara
ijab kabul, hubungan suami istri serta pengaturan hak-hak dan kewajiban

keduanya dalam membangun bahtera rumah tangga.*

1. Pengertian poligami
Poligami sendiri berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan
penggalan kata poli dan polus yang artinya banyak, dan kata gemein atau

gamos, yang artinya kawin atau perkawinan. Maka, ketika kedua kata ini

! Musdah Muliah, Pandangan Islam Tentang Poligami (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), 1.
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digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Dalam Islam,
arti dari poligami adalah perkawinan yang dilakukan lebih dari satu
dengan memiliki batasan yang telah ditentukan, yang pada umumnya
dipahami sampai dengan empat wanita. Ada pula yang memahami bahwa
poligami dalam Islam bisa sampai sembilan atau lebih. Akan tetapi,
poligami dengan batasan sampai dengan empat istri ini lebih umum
dipahami dengan dukungan dari sejarah, sebab Rasulullah SAW. melarang
umatnya melakukan pernikahan lebih dari empat wanita.?

Sedangkan menurut istilah poligami berarti perbuatan seorang laki-
laki mengumpulkan dalam tanggunganya dua sampai empat orang istri,
dan tidak boleh lebih dari itu.® Dari beberapa jurnal juga menjelaskan
bahwa, poligami adalah praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami
atau istri (berdasarkan dengan jenis kelamin orang bersangkutan).
Perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki kepada lebih dari satu wanita
merupakan pemahaman umum tentang poligami, dengan arti bahwa laki-
laki dalam berumah tangga harus membagi cinta dan kasih sayangnya
kepada beberapa istri yang dimiliki, dan hal ini mampu mengundang
tanggapan positif dan negatif terhadap orang lain serta terhadap moral
yang dimiliki oleh para pelaku poligami.*

Menurut Abdurrahman Ghazali dalam bukunya mengartikan bahwa

poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, akan tetapi

2 Nasaruddin Umar, Ketika fikih Membela Perempuan (Jakarta: PT Gramedia, 2014), 126.

3 Arif Abdurrahman, Memahami Keadilan Dalam Poligami (Jakarta: PT Global Media Cipta
Publishing, 2003), 25.

4 Andi Intan Cahyani, “Poligami dalam Prespektif Islam”, Al-Qadau Peradilan dan Hukum
Keluarga, Volume 5, No. 1 (Juni, 2018), 272.
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dibatasi hanya empat orang, apabila melebihi dari empat orang maka
mengingkari kebaikan yang disyari’atkan oleh Allah SWT, yaitu
kemaslahatan hidup bagi suami istri. Jadi poligami adalah ikatan
perkawinan yang dalam hal ini suami mengawini lebih dari seorang istri
dalam waktu yang sama, akan tetapi hanya terbatas sampai empat orang.®
Konsep poligami (Ta’addud Al-Zaujat) dalam ilmu fikih secara
umum dipahami sebagai seorang suami dalam waktu bersamaan
mengumpulkan dua sampai empat istri. Poligami tidak dapat diketahui
secara pasti awal mula kemunculannya. Sejak ribuan tahun silam, sebelum
datangnya Islam poligami sudah menjadi tradsi yang dianggap wajar.®
Oleh karena itu setelah datangnya agama Islam, poligami ini menjadi
tidak serta merta diperbolehkan. Islam membatasi dengan syarat yang
ketat kepada seorang yang hendak melakukan poligami, diantaranya boleh
melakukan poligami sampai dengan empat istri apabila ia bener-benar
mampu dalam berlaku adil terhadap istri-istrinya yang menyangkut
persoalan nafkah, tempat tinggal dan pembagian waktu. Islam
menekankan dengan tegas, apabila dikhawatirkan untuk tidak bisa berlaku
adil maka cukuplah dengan satu istri. Seperti yang telah ditegaskan oleh

Allah dalam firman-Nya yang berbunyi:
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°> Abdurrahman Ghazali, Figih Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003), 131.
® Nasaruddin Umar, Ketika fikih Membela Perempuan (Jakarta: PT Gramedia, 2014), 126.
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“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka
kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga,
atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berbuat adil, maka
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

2. Poligami dalam Hukum Islam

Dalam Al-Quran telah memberikan pilihan terhadap laki-laki untuk
menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak bisa berbuat adil atas
keyatimannya atau menikahi perempuan hingga empat istri yang
disenamnginya. Namun apabila takut tidak dapat berbuat adil, lebih baik
menikah dengan seorang perempuan atau dengan hamba sahya, karena
dapat menjauhkan diri dari berbuat aniaya.’

Yang menjadikan sebab turunnya ayat ini adalah pada waktu itu ada
seorang lelaki yang menguasai anak yatim, yang kemudian dikawini. Dia
mengadakan perserikatan harta untuk berdagang dengan wanita yatim
yang menjadi tanggung jawabnya ini. Oleh sebab itu, didalam perkawinan
dia tidak memberi apa-apa dan menguasai seluruh harta perserikatan itu,
sehingga wanita ini tidak mempunyai kekuasaan sama sekali terhadap
harta miliknya yang diserikatkan. Sehubungan dengan diturunkannya ayat
3 dalam surat An-Nisa sebagai teguran, saran dan peringatan bagi mereka
yang menikahi anak-anak yatim.®

Nabi Muhammad SAW bersabda:

" Beni Ahmad Saebani, Figh Munakahat 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 155.

8 A. Mujab Mahali, Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Quran (Jakarta: PT Raja Grafindo,
2002), 206.
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“Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda kepada Ghailan bin
Umayyah al-Tsaqgafi yang telah memeluk agama islam dan memiliki

sepuluh istri: “pilihlah empat dari mereka dan ceraikanlah yang
lainnya”. (H.R. Imam Malik)

Dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi dasar diperbolehkanya
beristri lebih dari satu orang atau poligami terdapat pada Pasal 55, yaitu:
a. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya
empat orang istri.
b. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku
adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya.
c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi,
suami dilarang beristri lebih dari seorang.®
Meskipun dalam islam membolehkan poligami, akan tetapi bagi
suami yang ingin berpoligami harus mempunyai alasan yang tepat.
Menurut Amir Syarifuddin, alasan poligami dalam islam diantaranya
adalah:
a. Bila laki-laki kuat syahwatnya, baginya seorang istri tidak memadai
apakah ia dipaksa harus beristri satu orang. Untuk mencukupkan
kebutuhan tersebut diberikan kesempatan untuk berpoligami asalkan

syarat dapat berlaku adai dapat dipenuhi.

% pasal 5 Kompilasi Hukum Islam.
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b. Apabila ada suami yang benar-benar ingin mempunyai anak, padahal
istri mandul. Apakah seorang suami itu harus mengorbankan
keinginannya untuk keturunan. Hal ini dibenarkan untuk menikah lagi.

c. Apabila istri menderita penyakit sehingga tidak mampu melayani
suami.

d. Apabila di masyarakat terjadi jumlah perempuan melebihi jumlah laki-
laki, bagaimana nasib perempuan yang tidak memperoleh suami. Di
sinilah kesempatan untuk mendapat suami, maka kaum perempuan
diberi kesempatan untuk menjadi istri kedua, ketiga. Atau keempat.©

Selain hal tersebut, menurut al-Maraghy alasan-alasan yang
membolehkan poligami antara lain:

a. Karena istri mandul, sementara keduanya atau salah satunya sangat
mengharap keturunan.

b. Apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi, sementara istri
tidak akan mampu meladeni sesuai dengan kebutuhan .

c. Kalau si suami mempunyai harta yang banyak untuk membiayai segala
kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan istri, sampai kepentingan
anak-anak.

d. Kalau jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki, yang bisa jadi
dikarenakan terjadinya perang. Akibat lain yang terjadi akibat perang

adalah banyaknya anak yatim dan janda yang perlu dilindungi.!

10 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Indonesia: Antara Figh Munakahat dan Undang-
Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2007), 87.

11 Al-Maraghy, Tafsir Al-Maraghy (Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1382/1963), 181-182.
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Menurut Islah Gusmian, alasan-alasan yang digunakan laki-laki bila
ingin berpoligami antara lain:

a. Alasan agama, mereka berpandangan bahwa Islam tidak melarang
praktik poligami. Alasan ini terkait dengan QS. An-Nisa ayat 3 dan
sejarah Nabi Muhammad SAW.

b. Pembelajaran dari laki-laki sebagai suami. Alasan ini mempertegas
bahwa laki-laki menempati posisi superior dalam relasi sosial dan
rumah tangga, dan pada sisi yang lain perempuan diletakkan pada posisi
subordinat. Di sini, praktik poligami dipandang sebagai arena pelatihan
bagi laki-laki dalam rangka membangun keluarga baru.

c. Jihad memperbanyak anak. Pernikahan dalam konteks alasan ini
dipahami sebagai media memperbanyak anak. Bila sebuah pernikahan
tidak bisa melahirkan anak, suami mempunyai hak untuk membangun
pernikahan baru dengan praktik poligami.

d. Alasan libido. Poligini sebagai pintu darurat yang menyelamatkan
orang dari zina. Dalam konteks alasan ini terlihat bahwa laki-laki
mengakui bahwa dia tidak mampu mengelola dan mengendalikan
libidonya dengan baik. Dari pada berzina atau selingkuh, lebih baik
berpoligami.*?

e. Alasan natural. Poligami dipandang sebagai hal yang natural dan
genetik.

3. Poligami dalam Hukum Positif

12 Achmad Setiyaji, Aa Gym: Mengapa Berpoligami? (Jakarta: Qultum Media, 2006), 65.
13 Islah Gusmian, Mengapa Nabi Muhammad SAW. Berpoligami? (Yogyakarta: Pustaka Marwa,
2007), 44-46.
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Pada saat ini yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam
permasalahan perkawinan salah satunya terdapat pada Undang-Undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan aturan pelaksananya PP No. 9
Tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menjadi dasar
diperbolehkannya poligami diatur pada pasal 3 ayat 2 yang berbunyi
“Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih
dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.'*

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri.
Seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan
bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan
Agama telah memberi izin. Dasar pemberian izin poligami oleh
Pengadilan Agama diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang
Perkawinan seperti diungkapkan sebagai berikut:

Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberi izin
kepada seorang suami yang beristri lebih dari seorang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Bila diperhatikan alasan terkait pemberian izin untuk melakukan

poligami ini dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan

14 Himpunan Undang-Undang..., 523.
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pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang
bahagia dan kekal (Sakinah, mawaddah dan rahmah) berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila ketiga alasan tersebut menimpa
pasangan suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak
akan mampu menciptakan keluarga bahagia (mawaddah dan rahmah).®®
Misalnya salah satu dari pasangan suami istri ini tidak dapat menjalankan
kewajibannya tentu itu akan mengganggu kehidupan rumah tangganya.
Meskipun kebutuhan seksual bukanlah tujuan utama dalam perkawinan,
namun itu akan mendatangkan pengaruh besar, manakala tidak terpenuhi.
Demikian juga apabila ditemukannya cacat badan atau penyakit yang tidak
dapat disembuhkan.

Perlu kita ketahui dalam alasan yang ketiga, tidak semua pasangan
suami istri yang tidak dapat memiliki keturunan memilih jalan poligami
sebagai solusinya. Mereka lebih memilih jalan tempuh dengan
mengadopsi anak. Namun jika suami ingin berpoligami, ini adalah wajar
dan masuk akal karena keluarga tanpa adanya seorang anak tidaklah
lengkap.®

Dalam konteks Alquran atau hadis, yang menjadi pedoman hidup
umat islam, suami yang ingin poligami tidak didasarkan atas alasan
sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,
misalnya poligami disebabkan istri mengalami cacat badan, mandul atau

tidak menjalankan kewajiban sebagaimana seorang istri. Dalam syariat

15 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 47.

16 Ahmad Rofig, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 172.
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islam, poligami dibenarkan atau dibolehkan dengan syarat suami dapat
berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dengan demikian, suami yang akan
melakukan poligami tidak menunggu istrinya mandul atau istrinya cacat
badan yang sukar disembuhkan, sebagaimana ia juga tidak harus
menunggu istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang
istri.

Adapun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan, yang mempersulit terjadinya poligami, memberikan
pemahaman bahwa perempuan atau istri diangkat derajatnya agar tidak
diperlakukan semena-mena oleh laki-laki, terutama suami sendiri. oleh
karena itu, suami yang bermaksud berpoligami harus meminta persetujuan
kepada istri dan izin yanag dimaksud harus dinyatakan di depan majelis
hakim di Pengadilan.'’

4. Syarat-Syarat Poligami

Bila seorang suami menginginkan untuk berpoligami maka harus
memenuhi syarat-syarat yang ketentuannya telah diatur dalam Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 Ketentuan-ketentuan tersebut untuk mencegah
kemungkinan timbulnya berbagai akibat negatif dalam kehidupan rumah
tangga, baik dari segi mental, psikologi sosial maupun ekonomi akibatnya

merugikan seluruh anggota keluarga dan tentu tidak sejalan dengan

7 Rijal Imanullah, Jurnal Pemikiran Islam, “Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis
Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang Poligami)
madzahib, Vol XV, No.1 (Juni 2016), Pp. 104-127 DOl:
http://dx.doi.org/10.20193/mj.v15i1.607.
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hakikat dan tujuan dari perkawinan.!® Ketentuan dalam Pasal 5 ayat 1
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberi persyaratan terhadap seorang
suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut:
Pasal 5 ayat 1
Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang ini harus
dipenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:
a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan
hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan
anak-anak mereka.®
Dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki syarat yang sama dengan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam hal suami yang ingin
berpoligami. Dengan tambahan syarat utama yaitu suami harus mampu
bebuat adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.?® Berhubungan
dengan ayat Alquran yang menjadi dasar berpoligami, para ulama fugoha
telah menetapkan persyaratan apabila seorang laki-laki muslim ingin
menikah lebih dari seorang istri, yaitu:
a. Seorang laki-laki harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk
membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang

dinikahi.

18 Ahmad Rofig, Hukum Islam..., 172.
19 pasal 5 Himpunan Undang-Undang..., 523.
20 pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, 126.
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b. Seorang laki-laki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil.
Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan
serta hak-hak lain.

Apabila seorang laki-laki merasa tidak akan mampu berbuat adil, atau
tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan istri-istrinya, maka dia
harus menahan diri diri dengan menikahi satu istri saja. Menurut
Muhammad Shahrur, sesungguhnya Allah SWT tidak hanya sekedar
memperbolehkan poligami, akan tetapi sangat menganjurkannya, namun
dengan dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Bahwa istri kedua, ketiga, dan keempat adalah para janda yang memiliki
anak yatim

2. Harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak
yatim.?

Sehingga perintah poligami ini akan gugur Ketika tidak terdapat dua

syarat di atas. Adapun kedua syarat yang telah dikemukakan diatas ini

merupakan berdasarkan pada struktur Bahasa surat An-Nisa ayat 3 tersebut.

B. Tinjauan Hiperseks
Kata Hiperseks berasal dari kata hyper dan seks, sedangkan menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memiliki arti nafsu atau keinginan
untuk melakukan hubungan seksual yang berlebihan.?? Haris dan Baron

mengatakan bahwa perilaku hiperseks merupakan perilaku penyimpangan

21 Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, Metodologi Islam Komtemporer (Yogyakarta: eLSAQ
Press, 2004), 428.
22 |hid., 428.
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aktifitas seksual dimana individu tidak pernah merasakan kepuasaan dalam
hubungan seksual dengan tempo yang tidak terkendali. Sedangkan menurut
Wiramiharja, hiperseksualitas adalah suatu istilah yang merujuk pada hasrat
untuk melakukan aktifitas seksual pada suatu tingkat yang dianggap sangat
tinggi dalam hubungannya dengan perkembangan yang normal. Hal ini
dianggap sebagai kelainan psikologis yang ditandai dengan hasrat seksual
yang berlebih, obsesi yang berlebihan, dan halangan seksual yang rendah.?3®

Seorang psikolog klinis dan juga pegiat kesejahteraan keluarga ini
mengatakan sampai saat ini belum pernah ada tes yang mengukur apakah
pasangan tersebut termasuk hiperseks atau tidak. Namun ada sebuah
penelitian mengatakan bahwa hubungan seksual suami istri setidaknya bisa
dilakukan satu minggu dua kali, bila ada pasangan yang menginginkan lebih
dari itu maka dikembalikan pada kesepakatan pasangan tersebut. Dan yang
perlu digaris bawahi hubungan seksual suami istri ini tentunya atas dasar
keinginan kedua belah pihak, artinya tanpa ada paksaan.

Tiap pasangan suami istri ini dituntut harus menemukan frekuensi
berhubungan seks yang pas bagi mereka, karena kondisi masing-masing
orang berbeda. Di situlah keduanya harus mampu berkompromi agar tidak
merugikan atau menyakiti salah satu pihak. Perkawinan pada dasarnya
persoalan yang lebih luas daripada sekedar seks. Hal ini dikarenakan
perkawinan sebenarnya juga mencakup aspek-aspek sosial dan psikologis.

Suami istri harus dekat dan akrab secara fisikal, psikologis dan emosional.

23 Afuuzal ‘Ulya, et al, “Hypersex”, dalam http://www.academia.edu/24587555/hiperseks,
diakses pada tanggal 7 Maret 2020.
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Saling bersimpati dan dan saling memperlakukan dengan baik sehingga dapat
membuat kehidupan berkeluarga menjadi lebih utuh dan bahagia.

Adapun penyebab seseorang menjadi hiperseks dikarenakan adanya
faktor fisik dan psikologis. Secara fisik biasanya lantaran adanya gangguan
pada metabolisme dalam tubuh atau terjadi gangguan pada bagian saraf.
Sedangkan secara psikologis, karena adanya rasa trauma atau pola pikir yang
berubah.?* Prof. Dr. Wimpie Pangkahila menjelaskan beberapa penyebab
yang diduga menjadi penyebab seseorang menjadi hiperseks diantaranya,
yaitu:

1. Abnormalitas Otak
Kondisi medis tertentu yang memungkinan dapat menimbulkan
kerusakan pada bagian otak yang mempengaruhi perilaku seksual.
Penyakit seperti epilepsy, multiple sclerosis, dan demensia juga berkaitan
dengan hiperseksualitas.
2. Senyawa Kimia Otak
Senyawa kimia pembawa pesan antarsel otak (neurotransmitter)
seperti serotonin, dopamine, norepinephrine dan zat kimia alami lain
dalam otak berperan penting bagi fungsi seksual. Serotonin dan dopamine
diketahui sebagai hormon yang menyebabkan tubuh seseorang merasakan
sensasi gembira yang diasosiasikan dengan keinginan serta kepuasan
seksual.

3. Androgen

24 Marzuki Umar Sa’adah, Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas (Yogyakarta: Ull Press,
2001), 110.
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Hormon seks ini secara alami terdapat pada lelaki dan perempuan.
Walaupun androgen juga memiliki peran yang sangat penting dalam
memicu hasrat dorongan seks, namun belum jelas apakah hormon ini

berkaitan langsung dengan hiperseks.

. Perubahan Sirkuit Otak

Hiperseks adalah sebuah jenis kecanduan yang seiring waktu
menimbulkan perubahan pada sirkuit syaraf otak. Sirkuit ini merupakan
jaringan saraf yang menjadi sarana komunikasi antara satu sel dengan sel
lain dalam otak, perubahan ini dapat menimbulkan reaksi psikologis
menyenangkan saat terlibat dalam perilaku seks dan reaksi tidak
menyenangkan ketika perilaku itu berhenti.

Seperti yang sudah dijelasakan diatas, penyebab hiperseks juga dapat

disebabkan oleh adanya aspek-aspek psikis atau kejiwaannya. Terdapat

beberapa penyebab seseorang menjadi hiperseks ditinjau dari segi

kejiwaanya, yaitu:

1.

Seks menjadi satu-satunya cara berkomunikasi. Biasanya terjadi pada
seseorang yang sulit berkomunikasi dengan baik dan tidak mampu

membuka diri .

. Pelepas ketegangan. Pada pekerjaan yang memiliki tingkat stres tinggi,

seringkali seseorang melepaskan ketegangan dengan cara berhubungan

seksual.

. Terobsesi segala hal berbau seks, meski sebenarnya dalam dirinya timbul

konflik karena sadar terobsesi oleh seks itu tidak baik.
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4. Gangguan jiwa, yang menganggap dirinya yang paling hebat, termasuk
dalam hal seks.

5. Perasaan rendah diri (Inferiority). Seseorang yang merasa rendah diri,
kurang memberikan kontribusi dalam kehidupan rumah tangga atau
memiliki latar belakang keluarga, status sosial, atau pendidikan yang lebih
rendah, biasanya akan menunjukan kekuatannya saat berada di tempat
tidur.

Latar belakang sosial juga dapat menjadi penyebab seseorang menjadi
hiperseks. Seorang psikiater yang terkenal Martin Paul Kafka, mengatakan
bahwa bahwa penderita hiperseks dapat juga dikarenakan oleh riwayat hidup
yang membuat trauma pada individu yang bersangkutan. Trauma seksual
masa lalu ini bisa menjadi salah satu penyebab timbulnya seksaholisme
(penderita hiperseks) saat dewasa. Ini misalnya terjadi pada mereka yang
pernah mengalami pelecehan seksual atau hidup di keluarga yang kehidupan

seksualnya bermasalah.?®

C. Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Terbentukya Peraturan Mahkamah Agung (PMA) No. 3 Tahun 2017
tentang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum merupakan

sebuah terobosan. Intitute For Criminal Justice Reform (ICJR) yang

2 Afuuzal ‘Ulya, et al, “Hypersex”, dalam http://www.academia.edu/24587555/hiperseks,
diakses pada tanggal 7 Maret 2020.


http://www.academia.edu/24587555/hiperseks,
http://www.academia.edu/24587555/hiperseks,
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menyatakan dalam pembentukannya merupakan sebuah terobosan dan sangat
mengapresiasi adanya peraturan ini. Materi-materi yang diatur di akomodir
dari perundang-undangan yang ada, khususnya kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHP). Meskipun cakupannya lebih luas, sebagai
pedoman Hakim dalam memutus perkara perempuan baik itu dari perkara
perdata atau pidana keberadaan benar-benar sangat dibutuhkan, terutama di
pengadilan agama dan perempuan-perempuan yang berhadapan dengan
hukum.?

Negara Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap setiap
warga negara dari segala tindakan diskriminasi karena itu merupakan
implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudaian
meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
(International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR) dengan
Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International
Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-
Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di
hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi
serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi

berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender.

26 Qupriyadi, “Peraturan Mahkamah Agung Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan
Hukum”, dalam http://wartakota.tribunnews.com/2017/08/12/perma-tentang-pedoman-
mengadili-perkara-perempiuan-dinilai-sebagai-terobosanhukum?page=all, diakses pada 02
februari 2020.


http://wartakota.tribunnews.com/2017/08/12/perma-tentang-pedoman-mengadili-perkara-perempiuan-dinilai-sebagai-terobosanhukum?page=all
http://wartakota.tribunnews.com/2017/08/12/perma-tentang-pedoman-mengadili-perkara-perempiuan-dinilai-sebagai-terobosanhukum?page=all
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Konvensi Penghapusan terhadap Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap
Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women/CEDAW) juga diakui oleh negara ini bahwasannya, negara
memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses
terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan.

Sejalan dengan Isu yang sedang gencar diperbincangkan oleh
masyarakat hingga saat ini adalah isu tentang kesetaraan laki-laki dan
perempuan atau dengan istilah lainnya kesetaraan gender ini khususnya
mengenai masalah ketimpangan antara keadaan dan kedudukan perempuan
dan laki-laki di masyarakat. Istilah kesetaraan dalam kajian isu gender lebih
sering digunakan dan disukai, karena makna kesetraan ini lebih menunjukkan
pada pembagian tugas yang seimbang dan adil dari laki-laki dan perempuan.
Menurut Rianingsih Johani yang dimaksud dengan gender adalah pembagian
peran, kedudukan dalam tugas antara laki-laki dan perempuan yang
ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang
dianggap pantas menurut norma-norma, adat istiadat, kepercayaan atau
kebiasaan masyarakat.?” Dalam pasal 1 ayat 4 PMA No. 3 Tahun 2017
mnejelaskan bahwa kesetaraan gender adalah Kesetaraan Gender adalah
kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk
memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu

berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang.?

2 Nan Rahmiwati, “Isu Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan”, Mimbar, No.3 Th XVII (Juli-
September, 2001), 273.
28 Pasal 1 PMA. No 3 Tahun 2017.
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Perilaku bias gender muncul karena terjadinya ketidakadilan gender
(Igender Inequality). Faktor ini disebabkan oleh sistem dan struktur sosial
yang menempatkan kaum laki-laki dan perempuan pada posisi yang
merugikan. Pandangan kauam feminis menegaskan bahwa munculnya konsep
seperti ini karena konsep gender dan konsep dimaknai sama oleh sistem dan
struktur itu sendiri. berbagai bentuk ketidakadilan gender tersebut adalah:
marginalisasi, subordinasi, stereotype, kekerasan (violence) dan beban kerja
lebih panjang dan lebih banyak (double burden).?® Oleh Kkarena itu,
sebelumnya diperlukan pemhaman yang mendasar tentang istilah-istilah yang
seringkali muncul dalam kaitannya dengan perkara perempuan. Hal ini diatur
dalam pasal 1 PMA. No. 3 Tahun 2017 tentang mengadili Perkara Perempuan
Berhadapan dengan Hukum
1. Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan Yyang

berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai
saksi atau perempuan sebagai pihak.

2. Jenis Kelamin adalah status fisik, fisiologis, dan biologis yang dicirikan
sebagai laki-laki dan perempuan.

3. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi dan tanggung
jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah
oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

4. Kesetaraan Gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara

laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya

2 Agus Afandi, “Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender”, Journal of Gender and Children
Studies, Volume 1 Issue 1, (Desember, 2019), 4.
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sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai
bidang.

. Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematik untuk
mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan
perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan,
partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati,
pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di
dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial,
ras dan suku bangsa.

. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki
dan perempuan.

. Stereotip Gender adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau
karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau
laki-laki.

. Diskriminasi terhadap Perempuan adalah segala pembedaan, pengucilan
atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai
dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan,
penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan
pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang
lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar
kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

. Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau

ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau
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ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak
lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang
memiliki posisi lebih rendah.
Dalam peraturan ini telah dirancang khusus bagi para penegak hukum
tentunya bagi hakim supaya menjadi landasan dalam mengadili perkara
perempuan. Adapun Hakim dalam mengadili perkara perempuan harus
bedasarkan asas yang telah diatur dalam pasal 2 PMA No. 3 Tahun 2017
tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Hukum, yaitu:
1. Asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia
2. Asas non diskriminasi
3. Asas kesetaraan gender
4. Asas persamaan di depan hukum
5. Asas keadilan
6. Asas kemanfaatan
7. Asas kepastian hukum®
Dengan adanya pedoman peraturan ini, supaya dijadikan rujukan para
hakim dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan
serta guna mengidentifikasi bilamana sewaktu-waktu adanya tindakan
diskriminasi terhadap perempuan, dan mampu menjamin kesetaraan atas
keadilan sebagai seorang perempuan.
Dalam peraturan ini pun juga diatur bagaimana cara mengidentifikasi

dari beberapa fakta dalam persidangan bilamana terjadi hal-hal yang diluar

30 pasal 2 PMA. No, 3 Tahun 2017.
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ketentuan sebagaiaman diatur dalam pasal 4 PMA No. 3 Tahun 2017 tentang

Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Hukum sebagai

berikut:

1.

2.

Adanya ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara
Adanya ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses

keadilan

. Adanya diskriminasi

Dampak psikis yang dialami korban

. Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban
. Relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya, dan

. Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.!

Disamping itu, ada larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang

Hakim dalam proses pemeriksaan perkara perempuan terdapat pada pasal 5

PMA. No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan

Berhadapan Hukum adalah:

1.

Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan,
menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan

hukum,

. Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan

menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya

maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender,

31 pasal 4 PMA. No. 3 Tahun 2017.
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3. Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman
atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan
pelaku atau meringankan hukuman pelaku, dan

4. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip
Gender.

Dalam Pasal 6 PMA. No. 3 Tahun 2017 pada saat mengadili perkara
perempuan berhadapan dengan hukum harus:

1. Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotype gender dalam
peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis.

2. Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum
tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender.

3. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup
dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang
setara dan non diskriminasi, dan

4. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian
internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.2

Selama berjalannya proses pemeriksaan dalam persidangan, Hakim agar
mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum
dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang
merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau menggunakan
pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan

Hukum. menanyakan kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian

32 pasal 6 PMA. No. 3 Tahun 2017.
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dampak kasus dan kebutuhan untuk pemulihan, Hakim agar

memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan

penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi

sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan, Hakim agar:

1. Konsisten dengan prinsip dan standar hak asasi manusia

2. Bebas dari pandangan stereotip gender

3. Mempertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang
tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender.

Apabila perempuan berhadapan dengan hukum mengalami hambatan
fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka:

1. Hakim dapat menyarankan kepada perempuan berhadapan dengan hukum
untuk menghadirkan Pendamping, dan
2. Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan

Hukum untuk menghadirkan Pendamping.

Atas dasar inisiatif sendiri, dan/atau permohonan para pihak, penuntut
umum, penasihat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan Perempuan
Berhadapan dengan Hukum untuk didengar keterangannya melalui
pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan

setempat atau di tempat lain, apabila:
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1. Kondisi mental/jiwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum tidak sehat
diakibatkan oleh rasa takut/trauma psikis berdasarkan penilaian dokter
atau psikolog

2. Berdasarkan penilaian Hakim, keselamatan Perempuan Berhadapan
dengan Hukum tidak terjamin apabila berada di tempat umum dan
terbuka, atau

3. Berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK), Perempuan Berhadapan dengan Hukum dinyatakan berada
dalam program perlindungan saksi dan/atau korban dan menurut
penilaian LPSK tidak dapat hadir di persidangan untuk memberikan
keterangan baik karena alasan keamanan maupun karena alasan hambatan
fisik dan psikis.

Dalam hal Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan uji materiil yang
terkait dengan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, agar
mempertimbangkan:

1. Prinsip hak asasi manusia kepentingan terbaik dan pemulihan perempuan
berhadapan dengan hukum

2. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender
yang telah diratifikasi

3. Relasi Kuasa serta setiap pandangan Stereotip Gender yang ada dalam
peraturan perundang-undangan dan

4. Analisis Gender secara komprehensif.3

33 Peraturan Mahakamah Agung No. 3 Tahun 2017
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DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GRESIK TERHADAP
PEMBERIAN IZIN POLIGAMI KARENA SUAMI HIPERSEKS
TERHADAP PUTUSAN No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gsk

A. Data Pengadilan Agama Gresik
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Gresik

Pengadilan Agama adalah salah satu instansi pemerintah di bawah
naungan Departemen Agama yang menangani masalah-masalah hukum
perdata dan merupakan Pengadilan Agama di tingkat pertama (Kabupaten
dan Kota madya) sesuai dengan keberadaannya. Oleh karena itu, lembaga
peradilan ini melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum perdata
terutama hukum keluarga khusus bagi umat Islam. Pengadilan berarti
tempat di mana dilakukan peradilan, yakni Majelis Hakim atau
Mahkamah. Oleh karena itu, Pengadilan Agama sering disebut pula
Mahkamah Syar’iyah, artinya pengadilan atau mahkamah yang
menyelesaikan perselisihan hukum agama atau hukum syara’.

Secara Yuridis Formal, Peradilan Agama sebagai suatu Badan
Peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di
Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882, berdasarkan
Keputusan Raja Belanda (Konninklijk Besluit) yakni Raja Willem 1lI
tanggal 19 Januari 1882 No. 24 yang dimuat dalam Staatblad 1882 No.
152. Badan Peradilan ini bernama Priesterraden yang kemudian lazim

disebut Rapat Agama atau Raad Agama dan terakhir dengan Pengadilan
52
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Agama. Keputusan Raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai tanggal 1
Agustus 1882 yang dimuat dalam Staatblad 1882 No. 153 Keberadaan
Raad Agama di Gresik pada saat itu masih berada di emperan sebelah
utara Masjid Jami’ Gresik. Kemudian pada Tahun 1942 oleh masyarakat
Islam Gresik dibuatkan gedung dengan status wakaf dengan nama Raad
Agama (sesuai piagam batu marmar yang menempel didinding gedung)
terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 2 (sebelah barat alun-alun
Gresik) Pada tahun 1957 ada pergantian nama dari Raad Agama menjadi
Pengadilan Agama Gresik. Pada tahun 1980 oleh Departemen Agama R,
dibangun Kantor baru di JI. DR.Wahidin Sudiro Husodo No. 45 melalui
proyek Balai Sidang Pengadilan Agama pada tahun 1979/1980, kemudian
pada tahun 1984 memperoleh proyek pembangunan rumah dinas dari
Departemen Agama.Pada tahun 2004 Pengadilan Agama berada dibawah
Mahkamah Agung dengan Keputusan Presiden No. 21 tahun 2004 tentang
Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di Lingkungan
Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama
ke Mahkamah Agung.

Pada tahun 2006 ditempat yang sama dibangun gedung baru dari
anggaran tahun 2006 berlantai dua Proyek tersebut mulai dikerjakan pada
bulan Agustus 2006 dan digunakan/ditempati awal tahun 2007 sampai
dengan sekarang. Secara Yuridis Formal, Peradilan Agama sebagai suatu
Badan Peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali

lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882,
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berdasarkan Keputusan Raja Belanda (Konninklijk Besluit) yakni Raja
Willem 111 tanggal 19 Januari 1882 No. 24 yang dimuat dalam Staatblad
1882 No. 152. Badan Peradilan ini bernama Priesterraden yang kemudian
lazim disebut Rapat Agama atau Raad Agama dan terakhir dengan
Pengadilan Agama. Gedung Pengadilan Agama Gresik sebagai Pengadilan
Agama Kelas I.B. berkedudukan di Kabupaten Gresik, terletak di
Jalan Dr. Wabhidin Sudirohusodo No. 45 Telpon 031-3991193, faximile
031-3981685, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik
Kode pos 6112.
. Letak Geografis Pengadilan Agama Gresik

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gresik meliputi 16 Kecamatan
dengan luas 1.191,25 Km? jarak tempuh antara desa terdekat dengan
Kantor Pengadilan Agama Gresik antara 1,5 Km sampai 40 Km
Kewenangan Pengadilan Agama Gresik. Pengadilan Agama Gresik kelas
IB yang berkedudukan di JI. Dr.Wahidin Sudiro Husodo 45 Gresik
adalah salah satu pelaksana keHakiman bagi rakyat pencari keadilan yang
beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang sudah diatur
dalam Undang-Undang, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gresik
adalah sebagian dari Kabupaten Gresik, terdiri dari 16 Kecamatan dan
beberapa Desa/Kelurahan Kewenangan Pengadilan Agama Gresik.
a. Kewenangan absolut

Dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
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Peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan  Militer,
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009,
Pasal 2 menyatakan:

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam

mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-
c99 1

undang ini”.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak
pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pasal 3
Undang-Undang Peradilan Agama tersebut menyatakan Kekuasaan
kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh
Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Agama
merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di
tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang
perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan
Hukum Islam, serta waqaf, zakat, infaq dan shadagah serta ekonomi
syari’ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009.

Adapun sebagai Pengadilan Agama tingkat satu, Pengadilan

Agama Gresik mempunyai kewenangan absolut yang sama, yang pada

! pasal 2 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009
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pokoknya ada sembilan perkara, yaitu: perkawinan, kewarisan, wasiat,
hibah, wakaf, zakat, infaq, shadagah dan ekonomi syari’ah. Dalam
mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, Pengadilan
Agama harus menganut asas personalitas keislaman,? seperti pada Pasal
2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, “Peradilan Agama adalah salah
satu pelaku kekuasaan keHakiman bagi rakyat pencari keadilan yang
beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini”. Artinya bahwa pihak-pihak yang
berperkara harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi
hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.
b. Kewenangan relatif

Kewenangan relatif atau dalam bahasa Belanda disebut distributie
van rechtsmacht merupakan kekuasaan antar pengadilan agama
berdasarkan wilayah hukumnya. Atau dengan kata lain, kewenangan
relatif adalah wilayah kekuasaan suatu pengadilan agama di mana
apabila terjadi sengketa antar para pihak yang tempat tinggalnya masuk
dalam cakupan wilayah tersebut pengadilan yang membawahinya
berhak untuk mengadili.?

c. Struktur organisasi pengadilan agama gresik
Dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang

Peradilan Agama dijelaskan bahwa susunan peradilan Agama terdiri

2 Mahfud MD, Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: Peradilan Agama
dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia (Yogyakarta: Ull Press, 1993), 40.

3 Arto, H.A. Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, Cet. VIII, 2008), 44.
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dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita.®

Kemudian Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik disusun

sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan. Dengan peran dan fungsi masing-masing sebagaimana

Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat

penting guna mempertegas kedudukan dan kewenangan tanggung

jawab masing-masing bagian. Adapun struktur organisasi Pengadilan

Agama Gresik adalah sebagai berikut :°

KETUA
HAKIM

Sekretaris
Panitera
Wakil Panitera

Panmud Permohonan

Panmud Gugatan

Panmud Hukum

4 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006

5 Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015

Dr. H.Suhartono, S.Ag., S.H., M.H.\
Dra. Hj. Dhurrotul Lum’ah, M.H.
Drs. Ah. Fudloli, M.H.

Drs. Ahmad Baihagq,

Ismail, S.H.1., M.H.

Annys Ahmadi, S.H.1., M.H.

H. Sofyan Zefri, S.H.l., M.Si.
Mochammad Ischag, S.H.

Drs. H. Dlulloh, S.H., M.H.

Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.
Hujaidi, S.H., M.H.

Nur Laily, S.Ei

Mohammad Sholeh, S.H.

Safia Umar, S.H.

Syahrullah Hadi Kusuma, S.H.
Eka Putri Rahmawati, S.H.I.

Emi Rumbhastuti, S.Ag., M.H.
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Adhi Kurniawan, S.H., M.H.
Achmad Fauzan Nahar, S.H.I.
Risky Anggara Putra, A.Md
KEPALA SUB BAGIAN
1. Perencanaan, Teknologi, . Siti Sopiyah, S.Si.
Informasi & Pelaporan Achmad Yudi Ismail,S.Kom.
2. Kepegawaian, Organisasi & Tata : Lia Aulia Rokhmah,S.Kom.
Laksana Teguh Wiyanto, S.Kom.
3. Umum & Keuangan . Khiftiyah, S. Sos.
Sri Anugrahita Friday S, SE.
Ahmad Fatoni
Zainul Abidin
Jahya Hendro
SoekatNo.
M. Fadhil, S.HI
Sumariyo
PANITERA PENGGANTI :  Emi Rumhastuti, S.Ag

Ahmad Solihin, S.Ag
Siti Hauroh Zubaidah, S.HI
Kusmiati, SH.

Ikhlatul Laily, S.HI
JURUSITA PENGGANTI : Muflihuddin Mubarok, S.Ag

Djuniarty Radjim, S.Kom.
Rustin Wijayanti, A.Md
Hj. R Khairani

Dyah Rahmawati
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B. Deskripsi Perkara Putusan No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gs

Berangat dari sebuah kasus yang pernah ditangani oleh Pengadilan
Agama Gresik terdaftar dengan perkara No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gs
sebagaiman duduk perkaranya akan dijelaskan dibawabh ini:

Pada perkara ini, Hakim yang memeriksa dan mengadili adalah sebagai
berikut\, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama adalah Dr. H. Sofyan
Zefri, S.HI., M.SI. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Ah. Fudloli, M.H. dan
Drs. Ahmad Baihagi sebagai Hakim Anggota. Serta Emi Rumhastuti, S.Ag
sebagai panitera pengganti.

1. Identitas Para Pihak

Perkara izin poligami yang diajukan oleh Paimin (nama samaran)
umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, bekerja sebagai Supplier
Susu, tempat tinggal di Jalan Cerme Lor RT. 001 RW. 004 Desa Cerme
Lor Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dan disebut sebagai Pemohon
melawan Rapi (nama samara) umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan
S1, bekerja sebagai Guru (swasta), tinggal di Jalan Cerme Lor RT. 001
RW. 004 Desa Cerme Lor Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik disebut
sebagai Termohon. Berdasarkan apa yang telah diajukan kepada majelis
Hakim adalah untuk menikah lagi dengan Karsiyatin (nama samaran)
Umur 35 tahun, agama Islam, bekerja sebagai Ibu rumah tangga, tinggal
di Jalan Siwalankerto Selatan 1/48-B RT. 001 RW. 006 Kelurahan
Siwalankerto Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.

2. Duduk Perkara
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Pada tanggal 25 Maret 2019 Pemohon telah mendaftarkan perkara
izin poligami di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan No.
610/Pdt.G/2019/PA.Gsk berdasarkan uraian / alasan sebagai berikut:

Pada tanggal 26 Februari 2006, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
KUA Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta
nikah No. 0068/009/11/2006. Setelah melangsungkan perkawinan
Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang
beralamat Jalan Cerme Lor RT. 001 RW. 004 Desa Cerme Lor
Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dan selama perkawinan tersebut
Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak.

Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang
perempuan lain. Yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan
poligami adalah Pemohon mempunyai keinginan seksual yang tinggi
sedangkan Termohon tidak dapat sanggup melayani keinginan dari
pemohon. Oleh karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan
perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak
melakukan poligami, dan Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan
apabila pemohon menikah lagi (dimadu) dengan calon istri kedua
pemohon tersebut. Pemohon bekerja sebagai Supplier Susu dengan
Penghasilan rata-rata sebesar Rp. 15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah)
tiap bulan. Jika dikabulkan pemohon sanggup untuk memenuhi

kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak pemohon dengan baik.
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Apabila permohonan ijin poligami ini dikabulkan, Pemohon mohon
agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama atau gono-gini
antara Pemohon dengan Termohon dan Pemohon sanggup membayar
biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
PRIMER
a. Mengabulkan permohonan Pemohon
b. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan dengan

calon isterinya yang kedua
c. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon
d. Membebankan biaya perkara menurut hukum\
SUBSIDER
Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon
dan Termohon datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan
Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun
tidak berhasil. Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada
Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan
surat pemberitahuan dari H. Muhsin, SH. Mediator Pengadilan Agama
Gresik pada tanggal 24 April 2019 menyatakan mediasi antara para pihak
telah Dberhasil, dengan memberikan pemahaman yang cukup kepada

masing-masing pihak akan hak dan kewajiban beristri lebih dari satu

(poligami).
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C. Pertimbangan Hakim dalam Kasus Pemberian lzin Poligami Karena
Suami Hiperseks

Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya
Sebagaimana maksud dari permohonan Pemohon yang telah di uraikan dalam
surat permohonan pemohon yang juga telah dikuatkan oleh keterangan
Termohon bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon
telah dikaruniai tiga orang anak, kemudian setelah pernikahan berlangsung
selama 13 tahun, Pemohon ingin menikah lagi dengan seorang perempuan
yang berstatus janda cerai berumur 35 tahun, beragama Islam, sehari-hari
bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga. Pemohon mengajukan poligami karena
Pemohon mempunyai keinginan seksual yang tinggi sedangkan Termohon
tidak dapat sanggup melayani keinginan dari Pemohon. Oleh karenanya
Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh
norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3
Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 beserta
penjelasannya, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan
Agama. Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para pihak
datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah
berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016

tentang Mediasi, kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk
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melakukan Mediasi, dengan mediator H. Muhsin, SH. dari Pengadilan
Agama Gresik, akan tetapi dalam pelaksanaan mediasi tersebut berhasil,
memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban bagi suami dan masing-
masing istri yang dinikahi nya (poligami).

Berdasarkan bukti surat P.1 sebagai suatu akta otentik yang telah
memenubhi syarat formil dan materiil pembuktian, yang juga telah diakui oleh
Termohon, karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.
1 Tahun 1974, juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
1975 juncto Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti
antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh hubungan perkawinan
yang sah dan mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini (persona
standi in judicio).

Demi memperkuat permohonan Pemohon, pemohon telah mengajukan
beberapa alat bukti tertulis berupa, P.1, P.2,P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9,
P.10, P.11, P.12 dan alat bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh
Termohon sehingga telah dianggap memenuhi syarat materil dan formil
pembuktian, maka dari itu dalam perkara ini alat bukti tersebut dianggap sah.

Dengan adanya alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa
Pemohon mengajukan izin poligami disebabkan tingginya libido seksual
Pemohon, sedangkan Termohon tidak bisa melayani kebutuhan biologis
Pemohon yang berlebihan (hiperseks), sehingga karenanya berdasarkan Pasal
174 HIR, alasan dalam permohonan Pemohon tersebut telah terbukti

kebenarannya. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan
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perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak
melakukan poligami.

Bahwa di muka persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban
secara lisan bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan
Pemohon dan menyatakan menyetujui keinginan Pemohon tersebut dan
memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi. Hal ini telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum
Islam.

Pemohon juga telah menghadirkan calon istri kedua yanag pada
pokoknya telah kenal baik dengan Pemohon dan Termohon, dan atas
kemauannya sendiri dan sepakat untuk kawin dan rela menjadi isteri kedua
Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak
terdapat halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka
berdua sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
juncto Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Untuk
mempertimbangkan permohonan Pemohon melakukan poligami adalah
sebagi berikut.

Sebagaimana bukti P.9 yakni surat keterangan penghasilan dari kepala
desa setempat menerangkan bahwa Pemohon sebagai (Supplier Susu)

memiliki penghasilan tiap bulan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta
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rupiah) disamping pengakuan Termohon dan Kketerangan saksi-saksi,
menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup
istri-istri dan anak-anak mereka, dengan demikian hal ini telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto
Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 58
ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Pemohon juga memberikan keterangan yang menyatakan sanggup
berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anak telah memenuhi
ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto
Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehingga
berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai
Pemohon layak melakukan poligami.

Hubungan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah
berlangsung lama dan sulit dipisahkan serta keinginan Pemohon untuk
melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Majelis Hakim telah
memberi nasehat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung
oleh seorang pria yang melakukan poligami.

Kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya sebagaimana
diuraikan di atas, sangat mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan berbagai
efek negatif apabila Pemohon tidak diijinkan untuk menikah dengan calon
istri keduanya tersebut. Kemudian diijinkan atau tidak Pemohon melakukan
poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung mudarat (resiko)

bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang
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dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak
diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama
mengandung mudarat (resiko), maka dipilih mudarat (resiko) yang lebih
ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-

Nadzair Juz | halaman 188 yang berbunyi;

Ligasl Lol gazsl o3 obiads [o5a)
“Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan

sampai mengerjakan  yang lebih besar mafsadahnya dengan cara
mengerjakan mafsadah yang lebih ringan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam

Qs. An-Nisa’ ayat 3 yang berbunyi:
B1s8 a1 22 36 @ pgs Sy ke Tl 0 280 QLG

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang Yyatim (bilamana kamu  mengawininya), maka
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat

kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka

(kawinilah) seorang saja“.’

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu
Hakim Pengadilan Agama Gresik yang memutus perkara yaitu Bapak Dr. H.
Sofyan Zefri, S.HI., M.SI. sebagai Hakim ketua majelis mengatakan bahwa
dengan menggunakan konsep maslahat dengan mendahulukan kemaslahatan
daripada kemudaratan. Seperti pada kasus pemberian izin poligami ini, bila
suami tidak diperikan izin poligami dengan alasan hiperseks akan

menimbulkan kemudaratan daripada kemanfaatan dan perlu apresiasi

® Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemah, Diterjemahkan oleh Yayasan
Penyelenggara Penterjemah Alquran, disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Alguran (Bandung:
CV.Diponegoro, 2012), 77.
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terhadap para pihak karena sudah mau beracara di Pengadilan Agama.
Karena tidak menutup kemungkinan banyak orang diluar sana banyak yang
lebih memilih melakukan perbuatan zina daripada harus di ribetkan dengan
berbagai macam aturan yang telah ditetapkan di Pengadilan Agama Gresik.
Meskipun dalam undang-undang tidak disebutkan secara gamblang bahwa
ketidak mampuan istri melayan suami yang hiperseks. Para majelis hakim
bersepakat bisa dikategorikan dalam izin poligami karena istri tidak mampu
melayani suami. Maka dari itu pormohonan patut dikabulkan.’

Berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut di atas, permohonan Pemohon
telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai
ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan Juncto Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam,
dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan Juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis
berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi
maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 Juncto Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum
Islam, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon patut

dikabulkan

" Sofyan Zefri, Wawancara, Pengadilan Agama Gresik, 03 Maret 2020.
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D. Putusan Majelis Hakim dalam Kasus Pemberian Izin Poligami Karena

Suami Hiperseks
Dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik pada hari

rabu Rabu tanggal 19 Juni 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15
Syawal 1440 Hijriyah dalam sidang majelis Hakim pengadilan agama
gresik oleh H. Sofyan Zefri, S.H.l., M.Si. sebagai Hakim ketua majelis
beserta Drs. Ah. Fudloli, M.H. dan Drs. Ahmad Baihagi, sebagai Hakim
anggota dan dibantu Hj. Emi Rumhastuti, S.Ag. sebagai panitera pengganti,
putusan tersebut yang mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon
memutuskan:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi (Poligami)
3. Menetapkan harta benda berupa :

a. Tanah dan bangunan terletak di Perum Grand Nirwana Blok C No.
10B Desa Cerme Lor Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik a.n
B dcngan luas 103 M2, tanah berdiri diatasnya rumah
dengan perincian lebar depan : 8 meter dan lebar belakang 9 meter,
panjang kiri : 12,5 meter dan panjang kanan 12,5 meter, diatasnya
berdiri bangunan 1 lantai, yang sekarang disewakan, dengan batas-
batas:

- Sebelah Barat : Jalan Perumahan
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- Sebelah Timur . Selokan Kampung Cerme Lor Rt. 001
Rw. 004 Desa Cerme Lor
- Sebelah Utara  : Rumah || Gz
- Sebelah Selatan  : Jalan Kampung
b. Tanah terletak di jalan raya Domas Kecamatan Menganti, Kabupaten

Gresik a.n ||l dengan luas 352 M2, tanah dengan perincian
lebar: 6 meter, panjang 20 meter, diatasnya berdiri berdiri diatasnya
bangunan No.n permanen, tanah tersebut di PBB luas 333 M2. dengan
batas-batas:

Sebelah Barat : Tanah Nur Sholikan

Sebelah Timur . Jalan Raya Domas

Sebelah Utara . Tanah || Gz
Sebelah Selatan ~ :  Tanah |||

c. Mobil Nissan Grand Livina type SV tahun 2013, atas nama : |||}

(ibu calon isteri kedua pemohon), No. polisi : L 1951 JL, warna
hitam.

d. Sepeda motor Honda tahun 2012, atas nama : || .

No. polisi : W 3962 MD, warna merah hitam.

e. Sepeda motor Honda tahun 2012, atas nama : || .

No. polisi : W 6910 MY, warna hitam.adalah harta bersama Pemohon

dan Termohon;
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4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp.2.706.000,00 (dua juta tujuh ratus enam ribu rupiah).®

8 Putusan No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gsk.



BAB IV

TINJAUAN PMA NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN
HUKUM TERHADAP PUTUSAN NO. 610/PDT.G/2019/PA.Gsk TENTANG
PEMBERIAN IZIN POLIGAMI KARENA SUAMI HIPERSEKS

A. Analisis Terhadap Kasus Izin Poligami No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gsk

Di Pengadilan Agama Gresik terdapat kasus pemberian izin poligami
karena suami hiperseks, yang tertuang salah satunya di dalam dalam putusan
No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gs. Dalam Persidangan, pastinya seorang Hakim
memiliki dasar atau dalil yang menguatkan atau sebagai dasar dalam
menentukan keputusan atas perkara yang ditangani, tentunya putusan tersebut
tidak menyimpang dari hukum acara yang telah ditetapkan dan telah berlaku
hingga saat ini. Sehingga putusannya tidak menyalahi hukum materil maupun
hukum formil yang telah ditetapkan.

Alasan-alasan yang dijadikan sebagai pertimbangan majelis Hakim salah
satunya kasus pemberian izin poligami ini adalah karena suami mempunyai
keinginan seksual yang tinggi, karena pemohon sangat khawatir akan
melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila tidak
melakukan poligami.

Upaya pendamaian telah dilakukan dan diatur dalam Peraturan
Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang proses Mediasi di Pengadilan,
dengan Hakim mediator H. Muhsin, SH. yang menyatakan mediasi antara

para pihak telah berhasil, dengan memberikan pemahaman yang cukup
71
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kepada masing-masing pihak akan hak dan kewajiban beristri lebih dari satu
(poligami). Kemudian pemeriksaan perkara telah dilanjutkan pembacaan
surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Di depan persidangan, Termohon telah memberikan jawaban secara
lisan. Yang pada pokoknya, Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon
dan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi
(poligami) dengan calon istri kedua Pemohon. Hal ini telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dalam
keterangan Termohon vyang disampaikan tersebut Termohon juga
menambahkan keterangan bahwa pemohon atau suami memiliki keinginan
seksual yang tinggi (hiperseks).

Calon istri kedua Pemohon, juga hadir menghadap sidang dan
menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa calon istri kedua
Pemohon berstatus gadis, antara calon istri kedua dengan Pemohon maupun
Termohon juga tidak ada hubungan saudara baik sebagai bibi atau keponakan
dengan Termohon, dan menyatakan setuju tidak keberatan menjadi istri
kedua dari Pemohon, bahwa Pemohon dan calon istri kedua Pemohon dan
tidak keberatan dengan pernikahan tersebut. Maka hal ini telah memenuhi
ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 16
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Pemohon juga menyertakan surat keterangan penghasilan dari kepala

desa setempat yang menerangkan bahwa pemohon sebagai supplier susu
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memiliki penghasilan Rp.15.000.000,-/bulan. Keterangan tersebut juga di
akui oleh Termohon dan keterangan saksi-saksi, yang menunjukkan adanya
kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-
anak mereka.

Pemohon dalam keterangannya juga menyatakan sanggup berlaku adil
terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Dimana mampu berlaku adil terhadap
isteri-isteri dan anak-anaknya dalam pemberian nafkah lahir batin merupakan
syarat utama bagi seorang laki-laki yang ingin beristri lebih dari satu
sebagaimana dalam surat An-Nisa Ayat 3 yang telah dijelaskan diatas. Dalam
Undang-Undang Perkawinan, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, Pengadilan memberikan izin kepada seorang suami
yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Dalam putusan yang menjadikan dalil Hakim mengabulkan permohonan
izin poligami adalah dikarenakan suami terlalu sering meminta berhubungan
intim, keinginan seksual suami yang tinggi, seringkali membuat istri tidak
kuat dan menolak saat diajak berhubungan intim. Oleh karenanya Pemohon
sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama
apabila Pemohon tidak melakukan poligami. Maksud dari Pemohon ini
merupakan salah satu pertimbangan yang dijadikan majelis Hakim dalam

membuat putusan.
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Akan tetapi pada dasarnya alasan yang diajukan tersebut tidak termasuk
dalam alasan yang semerta-merta dapat diterima oleh Undang-Undang
sebagai alasan pengajuan izin Poligami. Namun seperti yang dijelaskan
sebelumnya, salah satu pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini
didasarkan atas maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut, dengan alasan
kondisi Termohon vyang demikian menurut majelis Hakim dapat
menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala
tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal
demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana Firman
Allah SWT. dalam Alquran surat An-Nisa ayat (3).

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada pasal 5 ayat (1)
Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan keHakiman, bahwa
Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Disamping itu, pertimbangan tersebut majelis Hakim juga menyatakan bahwa
antara Pemohon dan Calon Istri Kedua Pemohon tidak ada halangan
perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42,
Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa perkawinan
antara Pemohon dan calon istri kedua dipandang akan membawa maslahat

bagi kedua belah pihak, menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus
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didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah berikut
ini:

slaal s e 238 AL s

“Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil
0 1

kemaslahatan”.

Meski di dalam undang-undang tidak menyebutkan secara eksplisit
alasan izin poligami karena istri sering kecapekan bekerja, sedangkan
keinginan suami untuk berhubungan intim tinggi (hiperseks), sebagaimana
yang telah dikemukakan diatas. Akan tetapi majelis Hakim menafsirkan
bahwa alasan tersebut dapat dianalogikan dan termasuk izin poligami karena
istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri atau berdasarkan
peraturan perundangan-undangan yaitu Dalam Undang-Undang Perkawinan
Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah di uraikan dalam pembahasan
sebelumnya penulis memahami bahwa permohonan pemohon telah
memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
juncto, Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 KHI, dan telah memenuhi syarat
alternatif untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4

ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal

57 Kompilasi Hukum Islam.

1 Hamim HR, Ahmad Muntaha, Pengantar Kaidah Fikih Syafi’iyah : Penjelas Nazhm al-Faraid
al-Bahiyah, (Kediri: Santri Salaf Press,2013), 97.
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Berdasarkan uraian diatas tentang kasus pemberian izin poligami karena
suami hiperseks ini yang dijadikan sebagai dasar dan pertimbangan hakim
dalam memutus perkara pemberian izin poligami karena suami hiperseks
dalam putusan nomor 610/Pdt.G/2019/PA.Gsk ini telah sesuai. Di samping
itu hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memutus perkara ini telah sesuai
dengan asas-asas hukum acara perdata Peradilan Agama, yang kami pahami
dalam putusan tersebut adalah asas ketuhanan, asas legalitas, asas
personalitas keislaman, asas islah (upaya perdamaian), hal ini dapat Kita
ketahui melalui:

a. Asas Ketuhanan: Penetapan dalam putusan No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gsk
dimulai dengan kalimat bismillah yang diikuti dengan irah-irah, Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Asas Legalitas: segala sesuatu tindakan dalam menjalankan fungsi dan
kewenangan peradilan harus berdasarkan hukum yang berlaku.

c. Asas personalitas keislaman: para pihak yang bersengketa beragama islam,
ha\l ini diketahui dari KTP yang dimiliki.

d. Asas islah (upaya perdamaian): sebelum memutus perkara, hakim
mengupayakan sebuah perdamaian dengan melakukan mediasi.

Disini peran hakim dalam mendamaikan terbatas sampai pada
menganjurkan, menasehati, menjelaskan, dan memberi bantuan dalam
perumusan format dan isi perdamaian sepanjang hal tersebut diminta oleh
para pihak, sehingga hasil perdamaian para pihak telah sepakat. Oleh sebab

itu, majelis hakim berpendapat permohonan menikah lagi telah memenuhi
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alasan dan syarat sebagaimana ketentuan undang-undang dan tidak
bertentangan dengan hukum islam, maka permohonan tersebut dikabulkan.

Berdasarkan hasil analisis dari fakta hukum diatas sudah benar dan
sesuai dengan aturan hukum yang ada. Namun seorang hakim sepatutnya
menganalisis lebih cermat dalam membandingkan hukum-hukum fikih yang
ada dan lebih kaya akan literatur kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer
terutama kitab fikih mutaqadimin hingga muta’akhirin sehingga akan
diakumulasikan kebijakan yang tercipta dari berbagai ilmu fikih, khususnya
hakim Pengadilan Agama sehingga putusan yang dikeluarkan dapat
mencerminkan asas keadilan bukan hanya terpaku pada sumber hukum saja.

Di samping itu hakim juga harus mempertimbangkan maslahah mursalah
yang artinya hakim tidak dengan mudah mengabulkan perkara izin poligami
karena hiperseks atas pertimbangan kemaslahatan anggota keluarga, dan
akibat hukum yang akan ditimbulkan dari perkara tersebut. Selain itu
hiperseks merupakan suatu penyakit dan dapat disembuhkan asalkan ada
kemauan dan kegigihan untuk mengobati bukan sebaliknya melakukan
poligami yang secara tidak langsung menyakiti istri walaupu pada
kenyataannya di depan persidangan istri menyatakan kesediaannya untuk
dimadu. Perlu kita ketahui bahwa setuju dengan ikhlas berbeda dengan setuju
dengan keterpaksaan.

Menurut peneliti seks dan ahli neurosains Debra Soh, seperti ditulis The
Independent, terapi terbaik untuk mengatasi hiperseksualitas adalah dengan

mengetahui penyebab utama yang mendorong keinginan melakukan
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hubungan seks. Dengan demikian tujuan terapi tersebut adalah mencegah
gangguan tersebut muncul kembali. “Terapi pencegahan adalah program
pengendalian diri dengan menggunakan pelatihan keterampilan, intervensi
kognitif, dan perubahan gaya hidup untuk membantu seseorang
mengidentifikasi situasi berresiko tinggi, mengubah pemikirana yang salah,
dan mengatasi situasi stress yang beresiko tinggi. Selain menggunakann cara
penyembuhan dengan terapi, hiperseksual juga bisa menggunakan obat-
obatan. Namun cara ini adalah cara terakhir jika pendekatan nonfarmakologi
tidak berhasil.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa hiperseks merupakan suatu
penyakit yang bisa disembuhkan dengan medis bukan mengambil jalan
alternatif melakukan poligami yang secara tidak langsung bisa merusak
tatanan rumah tangga yang sudah dibangun. Sejalan dengan pernyataan
Musda Mulia “poligami pada hakekatnya adalah selingkuh yang dilegalkan,
dan karenanya lebih menyakitkan perasaan istri. Islam menuntun manusia
agar menjauhi selingkuh, dan sekaligus menghindari poligami. Islam
menuntun pengikutnya laki-laki dan perempuan agar mampu menjaga organ-
organ reproduksinya dengan benar sehingga tidak terjerumus pada segala
bentuk pemuasan syahwat yang dapat mengantarkan pada kejahatan terhadap
manusia”.*®

Dari pernyataan diatas perlu adanya sebuah perenungan berkaitan

dengan praktik poligami Nabi, Nabi melakukan poligami sama sekali tidak

43 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007),

61.
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disarkan atas kepentingan biologis atau untuk mendapatkan keturunan Nabi
melakukan praktik poligami bukan dalam kondisi yang normal, melaikan
dalam kondisi dan suasana kehidupan yang penuh diliputi aktivitas
pengabdian dan perjuangan menegakkan syiar islam.

Bila memperhatikan ayat 3 QS. An-Nisa yang membolehkan poligami
tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa poligami dalam islam adalah
sebuah pengecualian yang dapat ditempuh dalam keadaan mendesak. Dalam
keadaan biasa, islam berpegang pada prinsip monogami. Untuk menjaga
kebolehan poligami dari penyalahgunaan laki-laki yang kurang mendalami
maksud dan tujuan perkawinan yang menurut islam atas dasar maslahah
mursalah, negara dibenarkan melakukan penertiban, tetapi tidak menutup
sama sekali pintu poligami.

Kembali pada pokok substansi bahwa poligami merupakan alternatif
terakhir yang harus dilakukan. Alangkah baiknya majelis hakim menunda
permohonan izin poligami yang diajukan pemohon yang hiperseks dan
memberikan ruang dan waktu kepada pemohon melakukan pengobatan.
Mengingat hiperseks adalah sebuah penyakit yang membutuhkan waktu
untuk penyembuhan. Artinya majelis hakim menanyakan sudah belum
melakuakan pengobatan. Jika belum hendaknya hakim memberi arahan untuk
melakukan pengobatan, bilamana tidak sembuh juga majelis hakim dapat
mengabulkan izin poligami. Bagaimanapun perlu kita ketahui bahwasanya
poligami memilki akibat hukum dan berdampak bagi kelangsungan rumah

tangga dan juga perkembangan anak.
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Dalam kasus ini, hakim tidak menanyakan pemohon sudah menempuh
jalan pengobatan medis atau tidak sebelum kasus ini diajukan ke Pengadilan
Agama Gresik dan tidak dijelaskan pula berapa intensitas suami meminta
untuk berhubungan seksual dalam sehari sampai istri kelelahan dan
menyatakan ketidak sanggupannya. Hal ini patut dikaji adalah dengan
melakukan pembuktian yang harus dilakukan oleh Pemohon, tentunya
dengan menyerahkan surat keterangan dokter terkait hiperseks. Namun disini
tidak ada keterangan dari dokter serta dalam pertimbangan Hakim juga tidak

terjadi pembuktian terhadap hiperseks.

. Analisis Pemberian lIzin Poligami Karena Hiperseks ditinjau dari
Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017
Tentang Pedoman Hakim Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan
Hukum

Diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Hakim Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Hukum ini
merupakan sebuah terobosan untuk perempuan yang sedang dihadapkan
dengan hukum dengan tujuan memberi kepastian segala bentuk tindakan
yang berpotensi diskriminasi terhadap perempuan. Oleh Kkarena itu,
sepatutnya Hakim sangat berhati-hati dalam menerima, memeriksa dan
mengadili perkara perempuan. Hal ini dapat dilihat dari hasil putusannya

putusannya Hakim menjamin hak-hak istri sebagaimana tertuang dalam Pasal
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2 PMA. No. 3 Tahun 2017 di mana Hakim seharusnya menerapkan asas-asas

berikut:

1. Asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia

2. Asas non diskriminasi

3. Asas kesetaraan gender

4. Asas persamaan di depan hukum

5. Asas keadilan

6. Asas kemanfaatan

7. Asas kepastian hukum.?

Selanjutnya hal-hal yang harus dilakukan Hakim di persidangan dalam
menangani perkara perempuan berhadapan dengan hukum adalah sebagai
berikut:

1. Dalam pemeriksaan perkara dapat mengidentifikasikan fakta persidangan
terkait adanya ketidaksetaraan gender dan ketidaksetraan status sosial di
masyarakat, yang mengakibatkan adanya ketimpangan gender antara
perempuan dengan laki-laki terutama jika perempuanlah yang menjadi
korban atau saksi.

2. Hakim dapat mengidentifikasi dan dapat mempertimbangkan adanya relasi
kuasa antara para pihak yang berperkara yang mengakibatkan korban atau
saksi tidak berdaya

3. Hakim dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan riwayat kekerasan

dari pelaku terhadap korban atau saksi

2 Pasal 2 PMA. No3 Tahun 2017
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Seperti pada kasus ini di Pengadilan Agama Gresik yang memberikan
Izin Poligami karena suami hiperseks (keinginan seksual yang tinggi) dengan
dalil dalil sebagai berikut: Bahwasanya Pemohon dan Termohon ini adalah
sebagai suami istri yang sah menurut agama dan negara. Kemudian disini
Pemohon mempunyai keinginan seksual yang tinggi sedangkan Termohon
tidak dapat sanggup melayani keinginan dari Pemohon. Oleh karenanya
Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh
Norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami.

Dalam putusan perkara No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gsk bahwa Hakim
dalam memutus dalam kasus pemberian izin poligami ini dengan
memberikan dalil sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3
Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 beserta
penjelasannya, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan
Agama. Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para
pihak datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim
telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Sesuai
dengan peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 tentang Mediasi,
kepada pemohon dan termohon telah diperintahkan untuk melakukan
Mediasi, dengan mediator H. Muhsin,SH. dari Pengadilan Agama Gresik,

akan tetapi dalam pelaksanaan mediasi tersebut berhasil, memberikan
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pemahaman tentang hak dan kewajiban bagi suami dan masing-masing istri
yang dinikahi nya (poligami)

Berdasarkan bukti surat P.1 sebagai suatu akta otentik yang telah
memenubhi syarat formil dan materiil pembuktian, yang juga telah diakui oleh
Termohon, karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1
Tahun 1974, juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
juncto Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti antara
Pemohon dan Termohon masih terikat oleh hubungan perkawinan yang sah
dan mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini (persona standi in
judicio).

Alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon
mengajukan izin poligami disebabkan tingginya libido seksual Pemohon,
sedangkan Termohon tidak bisa melayani kebutuhan biologis Pemohon
yang berlebihan (hiperseks), sehingga karenanya berdasarkan Pasal 174 HIR,
alasan dalam permohonan Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya.
Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang
dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami. Di
muka persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan
bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan
menyatakan menyetujui keinginan Pemohon tersebut dan memberi izin
kepada Pemohon untuk menikah lagi.

Disamping itu juga dibuktikan dengan bukti tertulis lainnya seperti P.1

sampai P.15. Selain itu termohon tidak keberatan dipoligami dan telah
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memberi izin kepada pemohon untuk kawin lagi (poligami), hal ini telah
sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf (a)
Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 ayat 1 huruf (a)
Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan telah kenal baik dengan
pemohon dan termohon, dan atas kemauannya sendiri dan sepakat untuk
kawin dan rela menjadi isteri kedua pemohon, maka hal ini telah memenuhi
ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 16
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Antara pemohon, termohon dan calon istri kedua pemohon tidak terdapat
halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara mereka berdua
sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal
39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.

Sebagaimana bukti P.9 yakni surat keterangan penghasilan dari kepala
desa setempat menerangkan bahwa Pemohon sebagai (Supplier Susu)
memiliki penghasilan tiap bulan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta
rupiah) disamping pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi,
menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup
istri-istri dan anak-anak mereka, dengan demikian hal ini telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto
Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 58

ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.
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keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap
istri-istri Pemohon dan anak-anak telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1
huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 41 huruf (d)
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan pertimbangan
tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Pemohon layak melakukan
poligami.

Hubungan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah
berlangsung lama dan sulit dipisahkan serta keinginan Pemohon untuk
melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Majelis Hakim telah
memberi nasehat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung
oleh seorang pria yang melakukan poligami.

Kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya sebagaimana
diuraikan di atas, sangat mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan berbagai
efek negatif apabila Pemohon tidak diijinkan untuk menikah dengan calon
istri keduanya tersebut. Kemudian diijinkan atau tidak Pemohon melakukan
poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung mudarat (resiko)
bahkan dampak negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang
dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak
diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama
mengandung mudarat (resiko), maka dipilih mudarat (resiko) yang lebih
ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-

Nadzair Juz | halaman 188 yang berbunyi;

//%//\ 9&5\{5}; 32l L:sfjj olldcis &pjb’é\/bl
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“Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan
sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara
mengerjakan mafsadah yang lebih ringan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip firman Allah dalam

Qs. An-Nisa’ ayat 3 yang berbunyi:

B s W 2k B e g ol T 0 KT Db psCe
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang Yyatim (bilamana kamu mengawininya), maka
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat

kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka

(kawinilah) seorang saja“.?

Berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut di atas, permohonan Pemohon
telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai
ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan juncto Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam,
dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis
berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi
maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 juncto Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum

3 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemah, Diterjemahkan oleh Yayasan
Penyelenggara Penterjemah Alquran, disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Alquran (Bandung :
CV.Diponegoro, 2012), 77.
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Islam, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon patut
dikabulkan

Berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku Il
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2014
bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan
permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon, permohonan
ini bertujuan untuk melindungi hak Termohon serta untuk mempermudah
pembagian harta bersama jika terjadi perselisinan dikemudian hari.

Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama
dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan
sampai dengan diajukannya permohonan izin poligami ini telah memperoleh
harta bersama.

Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui dan
membenarkannya, dengan demikian dalil permohonan tersebut menjadi fakta
yang tetap dan menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa harta bersama
tersebut merupakan harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama
dalam perkawinan. Sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi
harta bersama, dengan demikian harta tersebut dapat ditetapkan sebagai harta
bersama pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pemohon tentang penetapan

harta bersama dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya
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petitum angka 3 permohonan Pemohon patut pula dikabulkan. berdasarkan
Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun
2006 dan dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon.

Adapun pada akhirnya Hakim dalam memutus perkara perempuan yang
berhadapan dengan hukum ini telah sesuai dengan PMA No. 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Hakim Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Hukum.

Berdasarkan hasil analisis dari fakta hukum diatas sudah benar dan
sesuai dengan aturan hukum namun kurang tepat. Namun, seorang hakim
sepatutnya menganalisis lebih cermat dalam membandingkan terlebih dalam
menangani kasus pemberian izin poligami. Bila ditinjau dari PMA. No. 3
Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan
Hukum salah satunya di Pasal 2 ayat 6 PMA. No. 3 Tahun 2017 penerapan
asas kemanfaatan ini dirasa mudaratnya lebih besar jika dibiarkan dengan
alasan dan dasar sama seperti yang telah dijelaskan diatas, maka akan ada
poligami selanjutnya dan seakan-akan poligami ini mudah. Berdasarkan
uraian diatas penulis menyatakan bahwa poligami bukanlah jalan satu-
satunya untuk mengatasi hiperseksnya suami sepatutnya hakim memberikan
arahan untuk menempuh jalan medis karena pada dasarnya dalam agama kita
menganut asas monogami. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 3 seringkali
dijadikan landasan tentang bolehnya laki-laki berpoligami. Ayat tersebut

menggunakan sighat umum yaitu kata ganti jamak khiftum, tugsitu@, fa-
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nkihu@, ayma@nukum, ta 'ulu@@. Padahal ayat ini turun untuk menanggapi
suatu sebab khusus, yaitu Urwah ibn Zubair, sebagaimana hadis Bukhari
yang diriwayatkan dari Aisyah. Hadiah tersebut menjelaskan bahwa Urwah
memiliki anak yatim yang hidup dalam pengawasannya, selain cantik anak
tersebut juga memiliki harta sehingga Urwah bermaksud mengawininya.
Maka ayat tersebut turun menjadi petunjuk untuk Urwah dalam
melangsungkan niatnya itu.

Dalam metode tahlili menetapkan bahwa teks pada ayat tersebut
membolehkan poligami, yaitu laki-laki boleh kawin lebih dari satu, dua, tiga,
atau empat asal yang bersangkutan ini mampu berbuat adil. Akan tetapi,
kalau menggunakan metode maudu’i bisa menyimpulkan lain, karena ada
ayat lain yang memustahilkan laki-laki berbuat adil. Bahkan ayat tersebut
merupakan  larangan  menuruti  setiap  kecenderungan, termasuk
kecenderungan berpoligami. Dengan demikian para mufassir bisa
menerjemah sebagai larangan berpoligami. Oleh sebab itu metode maudhu’i
lebih ketat ketimbang tahlili.

Demikian pula dalam masalah gender, karena hasil pemikiran para ahli
tafsir dan fugaha’ yang menggunakan metodologi tertentu dan hasilnya
dianggap baku, sehingga tidak aktual lagi, bahkan sekarang yang tersisa bias
gender. Misalnya, dalam pembakuan hasil ijtihad ulama masa lampau dalam
lapangan fikih banyak dipengaruhi oleh konstruksi sosial budaya patriarki,
hal ini berdampak pada pemahaman bias gender, walaupun pada masanya

ijtihad tersebut terasa biasa-biasa saja. Bias gender sering kali terjadi pada
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pihak yang dirugikan, sehingga mengalami ketidakadilan. Dengan munculnya
bias gender ini memang (lebih banyak menimpa perempuan) diakibatkan oleh
nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang membatasi gerak langkah
perempuan serta pemberian tugas dan peran yang dianggap kurang penting
dibanding jenis gender lainnya (laki-laki). Oleh karena itu, perlunya kita
kesetaraan ini diperjuangkan dari berbagai pihak.

Namun rasa-rasanya, kebolehan poligami ini tidak tepat kalau dikatakan
“syaratnya harus adil”, menurut analisa penulis bahwa adil bukan syarat
poligami melainkan kewajiban dalam poligami. Karena syarat adalah suatu
sifat yang harus dilakukan sebelum adanya sesuatu yang disyaratkan
(masyr@uth), jika seperti itu adil harus terwujud terlebih dahulu sebelum
orang berpoligami. Tentunya tidak tepat jika terwujud sebelum orang
berpoligami bukanlah adil, tapi perasaan “bisakah berbuat adil” itu sendiri
oleh karena itu syara’ mendorong diri untuk menikahi satu orang istri saja.
Dengan demikian keberadaan hukum ini untuk kemaslahatan manusia, salah
satunya dalam perkara perkawinan atau hukum keluarga. Dalam maslahat
poligamipun Maga@sid as-Syari’ah dan kemaslahatan harus diutamakan.

Dengan teori Maga@sid as-Syari’ah yang ditunjukkan melalui hukum-
hukum islam dan diterapkan berdasarkan nash agama adalah Maslahah
Hakiki. Maslahah ini mengacu pada lima hal yaitu agama, jiwa, akal
keturunan dan harta. Kehidupan dunia ditegaskan atas lima pilar tersebut,

tanpa terpeliharanya kelima pilar itu tidak akan tercapai kehidupan luhur dan
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sempurna, karena kemuliaan manusia tidak dapat dipisahkan dari kelima

pemeliharaan tersebut.*

4 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 548-552.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam kasus ini, suami mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama
Gresik dengan alasan istri tidak dapat memenuhi keinginan seksual suami
yang tinggi. Dalam hal ini istri menyatakan tidak kesanggupannya di
depan majelis hakim secara lisan. Oleh karena itu, hakim dalam
memberikan pertimbangan dalam membuat putusan ini ditinjau dari segi
maslahat dan mudaratnya, disamping itu berdasarkan Pasal 4 ayat (2)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan
bahwa Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri sebagaimana
pernyataan istri diatas. Dengan pertimbangan dasar tersebut maka dari itu,
hakim memberikan izin poligami kepada suami dan menetapkan harta
bersama sebagaimana dituangkan dalam putusan No.
610/Pdt.G/2019/PA.Gsk.

2. Dalam menganalisis putusan hakim No. 610/Pdt.G/2019/PA.Gsk penulis
menganalisis Berdasarkan hasil analisis dari fakta hukum diatas sudah
benar dan sesuai dengan aturan hukum. Namun, kurang tepat. Bila ditinjau
dari hukum islam, seperti dalam surat An-Nisa ayat 3 seringkali dijadikan
landasan tentang bolehnya laki-laki berpoligami, padahal ayat ini turun
untuk menanggapi suatu sebab khusus sebagaimana penjelasan diatas,
sedangkan dalam segi penerapan PMA. No. 3 Tahun 2017 tentang

92
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Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Hukum salah satunya
di Pasal 2 ayat 6 PMA. No. 3 Tahun 2017 penerapan asas kemanfaatan ini
dirasa mudaratnya lebih besar jika dibiarkan dengan alasan dan dasar sama
seperti yang telah dijelaskan diatas, maka akan ada poligami selanjutnya
dan seakan-akan poligami ini mudah. penulis menyatakan bahwa poligami
bukanlah jalan satu-satunya untuk mengatasi hiperseksnya suami
sepatutnya hakim memberikan arahan untuk menempuh jalan medis

karena pada dasarnya dalam agama kita menganut asas monogami.

B. Saran

1. Pada dasarnya tiada perempuan yang mau diduakan (poligami). MeskKi
dalam Islam dianggap boleh, namun bagi masyarakat pelaku poligami atau
yang berkeinginan poligami terlebih dahulu benar-benar mempersiapkan
segala sesuatunya berdasarkan hukum yang telah diatur supaya tidak akan
terjadi permasalahan dikemudian hari.

2. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap institusi pengadilan
yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara lebih hati-hati
dan lebih teliti. Yang mana, sering kali kasus-kasus ini dijadikan senjata
olen suami yang sudah tidak merasa puas lagi dengan istrinya dan
menginginkan untuk poligami. Bilamana telah ditemukan permasalahan
yang serupa dirasa perlu adanya aturan spesifik dan pelebaran definisi
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Utamanya demi

melindungi asas keadilan kemanfaatan hukum. Bahwasannya bagi seorang
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suami mengajukan poligami yang berkaitan dengan hiperseks ini dirasa
perlu adanya peninjauan secara medis apakah ada kelaianan dalam fungsi
syaraf dan kognitifnya. Jika dalam keterangan medis adanya abnormal
otak, maka tuntutannya dapat diajadikan sebagai bahan pertimbangan
sekali lagi bagi hakim agar dapat memutus perkara secara final. Sehingga
dapat diputus batal demi hukum. Hal ini demi semata-mata memenuhi asas
keadilan kepastian dan kemanfaatan hukum terutama bagi para perempuan

perempuan pencari suara keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika
Presindo, 2010.

Abdurrahman, Arif. Memahami Keadilan Dalam Poligami. Jakarta: PT Global
Media Cipta Publishing, 2003.

Afandi, Agus. “Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender”, Journal of Gender and
Children Studies, Volume 1 Issue 1, Desember, 2019.

Alhamdani. Risalatun Nikah, Alih bahasa oleh Agus Salim. Jakarta: Pustaka
Amani, 2011.

Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Arto, H.A. Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VIII, 2008.

Aslikhan. “Analisis Yuridis Terhadap Pustusan No. 255/Pdt.G/2011/Pa.Sda
Tentang lIzin Poligami Karena Hamil Diluar Nikah Di Pengadilan Agama
Sidoarjo”. Skripsi--Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2013.

Basyir, Akhmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: Uii Pres, 1999.

Cahyani, Andi Intan. “Poligami dalam prespektif islam”, Al-Qadau Peradilan dan
Hukum Keluarga, Volume 5, No. 1 Juni, 2018.

Chairah, Dakwatul. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Surabaya: UIN SA
Press, 2014.

Candrawati, Siti Dalila. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Surabaya: Uin
Sunan Ampel Press, 2014.

Danial, Ahmad Fajar. “Ketidak Mampuan Istri Melayani Hubungan Sex Suami
Yang Hypersex Sebagai Alasan lzin Poligami (Analisis Hukum Islam
Terhadap Putusan PA Gresik No. 913/Pdt.G/2014/Pa.Gsk)”. Skripsi--UIN
Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemah, Diterjemahkan oleh
Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, disempurnakan oleh Lajnah
Pentashih Alquran. Bandung: CV. Diponegoro, 2012,

HR, Hamim. Ahmad Muntaha. Pengantar Kaidah Fikih Syafi’iyah: Penjelas
Nazhm al-Faraid al-Bahiyah, Kediri: Santri Salaf Press, 2013

Hidayatullah, Agus et al. Alwasim Al-Quran Tajwid Kode Transliterasi Perkata
Terjemah. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.

95



llyas, Hamim. et al., Perempuan Tertindas Hadis Misoginis. Yogyakarta: Elsaq
Press, 2005.

Kusumahayu. “Proses Penciptaan Manusia Menurut Al-Qur’an”. diakses pada 3
Maret 2020.

Khasanah, Siti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami Oleh
Pengadilan Agama Pasuruan Dengan Al Asan Istri Tidak Dapat
Menjalankan Kewajiban sebagai Isteri Karena Sering Kecapekan Bekerja
Dan Suami Hiperseks Studi Putusan No.1284/Pdt.G/2015/PA.Pas “Skripsi--
UIN Sunan Ampel, Surabaya, 20009.

Kementrian Agama, Al Qur’an dan Tafsirnya. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Khoiroh, Muflikhatul. Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga. Surabaya: UIN SA
Press, 2014.

Marzuki, Umar Sa’adah. Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas. Yogyakarta:
UlI Press, 2001.

MD, Mahfud. Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam:
Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum
Indonesia. Yogyakarta: Ull Press, 1993.

Miftahuljannah, Honey. AZ Ta’aruf Khitbah Nikah dan Talak bagi Muslimah.
Jakarta: PT Grasindo, 2014.

Masruhan. Metodologi Penelitian (Hukum). Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Mufidah. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Malang: UIN Maliki
Press, 2013.

Muliah, Musdah. Pandangan Islam Tentang Poligami. Jakarta: The Asia
Foundation, 1999.

Mulia, Siti Musdah. Islam Menggugat Poligami. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
utama, 2007.

Nasution, Khoiruddin. Riba Dan Poligami. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan
Academia, 1996.

Permatasari, Adinda. “Kedudukan Seimbang Suami Istri dalam Perkawinan
Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional Dalam Kasus
Vasektomi”. Tesis--Universitas Indonesia, Depok, 2006.

Qomariyah, Nurul. “Studi Tentang Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Putusan
Perkara Poligami Karena Hypersex Di Pengadilan Agama Gresik”. Skripsi--
Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2005.

96



Rahmiwati, Nan. “Isu Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan”, Mimbar, No. 3 Th
XVI1, Juli-September, 2001.

Rofig, Ahmad. Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2000.

Saebani, Beni Ahmad. Figh Munakahat. Bandung: Pustaka Setia , 2016.
Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Subhan, Muhammad. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Izin Poligami
Karena Istri Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Biologis (Putusan Verstek Di
Pengadilan Agama Kabupateen Kediri)”. Skripsi--UIN Sunan Ampel,
Surabaya, 2007.

Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi Mixed Metods. Bandung: Alfabeta, 2015.

Supriyadi, “Peraturan Mahkamah Agung Mengadili Perkara Perempuan
Berhadapan dengan Hukum”, diakses pada 02 februari 2020.

Syamsuddin, Sahiron dan  Burhanuddin. Metodologi Islam Komtemporer.
Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.

Tim Redaksi Citra Umbara. Undang-Undang Rl Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2018.

Ulya, Afuuzal. et al. “Hypersex”. diakses pada tanggal 7 Maret 2020.

Umar, Nasaruddin. et al. Pemberdayaan Perempuan Melalui Pemahaman Ajaran
Agama Upaya Rekonstruksi Teks Agama. Surabaya: Uin Sa Press, 2003.

Yahya, Muhammad. Poligami Dalam Perspektif Nabi SAW. Makassar: Alauddin
University Perss, 2013.

Zahrah, Muhammad Abu. Ushul Figh. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Zakiyah, Rizgia. “Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami
Karena Takut Melanggar Syariat Agama Islam (Studi Putusan Nomor
0947/Pdt.G/2013/Pa.MIg)”. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Zamagsari, Ahmad. “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim No.
:1608/Pdt.G/2011/PA.Pas Tentang Putusan Cerai Gugat Karena suami
Hiperseks,”Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Zed, Mestika. Metodologi Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Opbor
Indonesia, 2008.

Zuhri, Damanhuri. “Manusia Mahluk Berpasangan”. diakses pada 2 Maret 2020.
97



Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili
Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Putusan Pengadilan Agama Gresik No 913/Pdt.G/2014/PA.Gsk

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

98





